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ABSTRAK 

       Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Fiqh 

Muamalah Dan KUH Perdata Terhadap Praktik Iktikad Baik Dalam Perjanjian Jual 

Beli Rumah Antara Penjual dan pembeli Di CV Bina Rukun Sentosa Surabaya”. 

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik itikad baik 

dalam perjanjian jual beli rumah antara Penjual dan pembeli di CV. Bina Rukun 

Sentosa Wonorejo Surabaya dan bagaimana Analisis Fiqh Muamalah dan KUH 

Perdata terhadap itikad baik dalam perjanjian jual beli rumah antara Penjual dan 

pembeli di CV. Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya.  

       Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) teknik yang 

digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara (interview) dan 

dokumentasi, selanjutnya data disusun dan di analisis dengan menggunakan metode 

deskriptif analisis, yakni tentang jual beli rumah prinsip itikad baik dengan metode 

jual beli pemasaran online, kesimpulan diambil menggunakan pola pikir deduktif 

yaitu menguraikan pemikiran atau teori ke arah data dari beberapa fakta yang terkait 

dengan praktik dalam hukum Islam.   

       Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yakni CV Bina 

Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya menggunakan jasa dalam bidang hunian rumah 

dan pemasangan aluminium melalui pemasaran sistem online dan transaksi realnya 

langsung tatap muka. Dalam praktik jual beli rumah hunian dengan perjanjian itikad 

baik yang berbasis tunai ataupun kredit tanpa perantara bank. Dalam akadnya pihak 

pembeli tidak menggunakan uang panjar akan tetapi langsung ke DP 25% dari harga 

beli yang telah disepakati yakni sebesar Rp 87.000.000, jika pembeli melanjutkan 

akad jual beli rumah hunian, Jadi disini, tidak ada yang dirugikan apabila pembeli 

tidak melanjutkan untuk membeli rumah hunian. 

       Sejalan dengan kesimpulan di atas bahwa perjanjian jual beli rumah antara Penjual 

dan pembeli di CV. Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya, terjadi karena angsuran yang 

tidak dilaksanakan oleh pembeli pertama maka kemudian difasilitasi oleh CV Bina Rukun 

Sentosa Wonorejo Surabaya dengan cara mengadakan musyawarah mufakat, disepaktilah 

rumah itu untuk dijual. Setelah dijual kepada pembeli kedua ternyata ketika ditempati masih 

ditemukan kerusakan, maka pihak pembeli kedua complain kepada penjual karena adanya 

biaya retensi dan garansi. Oleh karena itu, itikad baik penjual direnovasi dan dalam Pasal 

531 Buku II KUH Perdata pasal 1363 yakni siapa yang telah menjual barang sesuatu, yang 

diterimanya dengan itikad baik sebagai pembayaran yang tak diwajibkan, cukup 

memberikan kembali harganya. Jika ia dengan itikad baik telah memberikan barangnya 

dengan cuma-cuma kepada orang lain, maka tak usahlah ia mengembalikan sesuatu apa. 

Maka disarankan kepada penjual atau pelaku bisnis CV Bina Rukun Sentosa 

Wonorejo Surabaya agar Perlu adanya pemahaman terhadap masyarakat mengenai 

prinsip-prinsip dalam pembelian rumah serta keuntungan dan kerugian apabila 

memilih Perumahan berbasis syariah. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

       Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kehidupan 

bermasyarakat. Oleh karena itu, Allah telah menjadikan manusia masing-

masing membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, 

tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan masing-masing, 

baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan 

yang lain-lain, dalam urusan kepentingan sendiri maupun kepentingan 

kemaslahatan umum.1  

       Hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat disebut dengan 

muamalah, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup 

berdiri sendiri. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy “Muamalah adalah hukum-

hukum yang berpautan dengan hubungan manusia dan sesamanya dalam 

masalah-masalah kehartaan (maliyyah) dan dalam masalahmasalah hak 

(huquq).2 Dalam pengertian lain, muamalah yaitu mengetahui ketentuan-

ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan 

harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota 

                                                           
1 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2008), 278. 
2 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), 3. 
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masyarakat sesuai keperluan mereka yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara’ 

yang terperinci.3 

       Muamalah dapat diartikan segala aturan agama yang mengatur hubungan 

antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya, tanpa 

memandang agama atau  asal usul kehidupannya. Aturan agama yang mengatur 

hubungan antar sesama manusia, dapat di temukan dalam hukum Islam tentang 

perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, 

perkoperasian dan lain-lain. Aturan agama yang mengatur hubungan antara 

manusia dan lingkungannya dapat di temukan antara lain dalam hukum Islam 

tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki 

dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan. 

       Tujuan dari muamalah adalah dalam rangka menjaga kepentingan orang-

orang mukallaf terhadap harta mereka, sehingga tidak dirugikan oleh tindakan 

orang lain dan dapat memanfaatkan harta miliknya untuk memenuhi 

kepentingan hidup mereka dalam surat al-Maidah (5) ayat 2 Allah Swt, 

berfirman:  

ِوِالِعِدِوِانِِصلىِوِاتِ قِواالِلَِِّقلىِاِنِِاللَِِِّ ِوِالتِ قِوىِصلىِوِلاتِِ عِاوِنِ وِِاِعِلِىِالِإثِِْ وِتِ عِاِوِنِ وِاِعِلِىِالِبِِِ
ِِِشِدِيِدِِالِعِقِابِِ  

       Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)4  

                                                           
3 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial  (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), 70-71. 
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta:  CV Pustaka Agung Harapan, 

2006), 106.  
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       Dalam ayat tersebut, Allah dengan jelas memerintahkan manusia untuk 

saling berinteraksi dan bekerjasama dengan aturan agama sehingga akan 

terbentuk sistem sosial yang sehat. Bentuk kerjasama yang dilakukan dapat 

berupa kegiatan sosial seperti gotong royong pembangunan, bakti sosial, 

kampanye lingkungan maupun kegiatan yang bersifat saling menguntungkan 

seperti bisnis, jasa, jual beli, dan lain-lain.   

       Dalam bidang ekonomi, salah satu kegiatan muamalah yang sering sekali 

di lakukan adalah menjual dan membeli barang, baik itu sekedar untuk 

mencukupi kebutuhan sehari-hari atau pun sebagai lahan mencari nafkah. Pada 

dasarnya membeli dan menjual barang diperbolehkan dalam Islam. Hal 

tersebut sesuai dengan firman surat al-Baqarah (2) ayat 275 :  

ِِالِبِ يِعِِوِحِرِمِِالربِِِوا  … وِاِحِلِِاللَِِّ
       Artinya : ... dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 

riba”. (QS. Al-Baqarah: 275)5  

 
       Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang terjadi di bidang muamalah. 

Masyarakat sejak dahulu sampai sekarang sudah mengenal jualbeli. Dengan 

kegiatan jual-beli kebutuhan-kebutuhan kehidupan dapat terpenuhi. Jual beli 

merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai 

nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli 

sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan 

disepakati.6  

                                                           
5 Ibid., 58.  
6 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 69.  
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       Dalam kehidupan sehari-hari kontrak atau perjanjian tidak dapat 

dilepaskan dari kehidupan manusia seperti jual beli, sewa menyewa, dan 

penyelesaian sengketa. Perjanjian dapat diartikan perikatan dimana hak dan 

kewajiban yang timbul dikehendaki oleh para pihak (subyek hukum). 

Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang dibuat oleh penjual dan pembeli 

sebagai subyek hukumnya. Dalam KUH Perdata, perjanjian jual beli ini diatur 

dalam pasal 1457-1540. Berdasarkan pasal 1457 KUH Perdata yang dimaksud 

perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang telah dijanjikan, seperti dalam firman Allah surat 

an-Nisa ayat 29 yang berbunyi :  

نِِتِ راِضِِمِنِكِمِِعِِنِكِمِِبِِلِبِاِطِلِِإِلاِِأِنِِتِكِوِنِِتِِارةِِِياِِايِِ هِاِالِذِيِنِِآمِنِواالاِِتَِِكِلِواِأمِِوِالِكِمِِبِ ي ِِ  
       Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (QS. An-

Nisa’: 29)7  

       Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Kedua 

hal tersebut merupakan hal yang penting yang harus disepakati oleh penjual 

dan pembeli. Lahirnya sebuah perjanjian jual beli yang sah apabila pihak 

penjual dan pembeli telah menyepakati tentang apa yang menjadi objek jual 

beli dan berapa harga dari objek tersebut. Suatu jual beli telah dianggap terjadi 

antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai 

sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu 

belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Hal ini sesuai dengan 

                                                           
7 Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya… 83.  
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yang tercantum dalam Pasal 1458 KUH Perdata. Hal ini juga disebut sebagai 

asas konsensualisme. Tahap prakontraktual adalah tahap diamana para pihak 

melakukan perundingan untuk menentukan isi  

perjanjian yang nantinya akan mereka sepakati. Pasal 1320 ayat (4) jo 1337 

menerangkan bahwa asalkan bukan mengenai kuasa yang dilarang oleh 

undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, 

setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.8 Ada 4 (empat) syarat sahnya 

suatu perjanjian, yakni (1) adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak 

yang membuat persetujuan (konsensus), (2) adanya kecakapan untuk membuat 

suatu perjanjian (capacity), (3) harus ada suatu hal tertentu (objek), (4) harus 

ada suatu sebab (causa) yang halal.  

       Selain ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, para pihak juga harus 

memperhatikan asas-asas dalam perjanjian. Salah satunya adalah asas itikad 

baik yang disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, 

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.9 Asas ini mengandung 

pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan 

substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan, keyakinan yang 

teguh serta kemauan baik dari pihak agar tercapai tujuan perjanjian. Asas 

perjanjian yang sangat berkaitan dengan itikad baik adalah asas penegakan 

hukum yang dibangun oleh tiga penyangga utama, yaitu keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid) meninjau 

                                                           
8 Lihat Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992). pasal 1320 

ayat (4) jo 1337.  
9 Muhammad Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam (Jakarta : CV. Rajawali, 1990), 124.  
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dari sudut yuridis. Asas keadilan hukum (gerectigheit) meninjau dari sudut 

filosofis. Asas kemanfaatan hukum (utility) meninjau nilai guna sebuah 

kontrak.10  

       Semua asas di atas dimulai dari asas itikad baik sebagai ruh sebuah 

kontrak. Penguatan terhadap prinsip itikad baik sangat diperlukan karena para 

pihak sulit menerka apa yang terkandung dalam isi hati masing-masing. Oleh 

karena itu, diperlukan adanya kesadaran untuk melaksanakan isi perjanjian 

sebaik mungkin. Prinsip itikad baik yang dalam sistem di indonesia, yang 

tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata ini, menekankan adanya 

keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan kontrak dengan itikad baik. 

Sejalan dengan perkembangan zaman, ketentuan ini ditafsir secara luas 

(extensive interpretation) yang kemudian menghasilkan ketentuan bahwa, 

itikad baik tidak saja berperan pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap 

penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya perjanjian (pre-contractual 

fase).   

       Dengan demikian, kontrak bisnis menjadi suatu proses menuju 

pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak didalamnya terdapat 

tahapantahapan yang masing-masing harus dilandasi prinsip itikad baik. 

Dengan bertitik tolak bahwa kontrak adalah suatu proses, maka metode 

pendekatan sistem dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan 

pengkajian terhadap fungsi itikad baik pada masing-masing tahapan kontrak. 

                                                           
10 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta : Kencana, 2008), 158.  
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Didalam sistem terkandung aspek tujuan, proses dan isi. Kontrak pada 

dasarnya berisi hak dan kewajiban atau janji-janji yang saling diberikan oleh 

para pihak yang akan dilaksanakan. Ini merupakan tujuan dari kontrak. Namun 

demikian, kontrak yang hendak dilaksanakan harus berkekuatan hukum sah 

(valid) dan mencerminkan adanya keadilan (fairness).Dalam kaitan ini, proses 

dalam kontrak memegang peran yang cukup penting.   

       Terdapat dua makna itikad baik. Pertama, dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH 

Perdata. Dalam kaitan ini, itikad baik diartikan pelaku yang patut dan layak 

antara kedua belah pihak. Pengujian apakah suatu tingkah laku itu patut dan 

adil didasarkan pada norma-norma objektif yang tidak tertulis. Kedua, itikad 

baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat, seperti 

pembayaran dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1386 KUH 

Perdata.11   

       Sedangkan, salah satu langkah yang diambil supaya sebuah kontrak tetap 

berada pada tataran niat atau itikad baik adalah dengan membuat standart 

kontrak yang bisa diteliti dan dipelajari bersama. Dunia bisnis biasanya 

menyediakan dan menawarkan kontrak baku, namun sering pula dalam kontrak 

baku tersebut mengandung klausul yang berat sebelah, sehingga memberatkan 

pihak lainnya. Yang dimaksud dengan berat sebelah adalah kontrak tersebut 

hanya atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu pihak, yaitu pihak yang 

                                                           
11 Diterjemahkan oleh: Prof. Dr. Soesilo dan Drs. Pramudji, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

310. 
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mempersiapkan kontrak standart, tanpa mencantumkan apa yang menjadi 

keinginan pihak lainnya. Demikian pula sebaliknya, pihak yang menerima 

kontrak baku ini dibebani dengan kewajiban.  Berdasarkan Pasal 1320 KUH 

Perdata diatas sudah dijelaskan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang 

mana syarat (a) dan (b) yang dikemukakan diatas tadi disebut syarat subjektif, 

karena melekat pada diri orang yang mengadakan perjanjian. Jika syarat ini 

tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Dalam keadaan ini maka 

akibat-akibat yang timbul dari perjanjian itu dikembalikan dalam keadaan 

semula sebelum diadakannya perjanjian. Sedangkan syarat (c) dan (d) disebut 

syarat obyektif, karena mengenai sesuatu yang dijadikan objek perjanjian. Jika 

syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum dengan dimintakan 

pembatalan kepada hakim.12 

       Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut kemudian mempunyai 

kekuatan mengikat seperti undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 

KUH Perdata, yaitu “Semua perjanjian yang dibuat dengan memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan oleh undang-undang mempunyai kekuatan sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jika ada pihak yang 

melanggar perbuatan yang mereka buat, maka dianggap sama dengan 

melanggar undang-undang, sehingga diberi akibat hukum tertentu yaitu sanksi 

hukum. Jadi, siapapun yang melanggar perjanjian, ia dapat dituntut dan diberi 

hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang (perjanjian). 

Berdasarkan kedua pasal diatas tadi, maka setiap orang bebas untuk 

                                                           
12 Ibid., 300.  
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mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan isi pasal-pasal 

tersebut. Perjanjian seperti ini disebut mempunyai “sistem terbuka”, karena 

dapat dilakukan oleh setiap orang.  

       Untuk perjanjian jual beli tanah ini proses levering atau penyerahan 

dilakukan secara nyata dengan menyerahkan tanah, kunci, serta surat-surat 

kelengkapan lainnya. Mengenai biaya untuk proses pembaliknamaan atas 

surat-surat kendaraan bertanahnya, dapat diatur sesuai kesepakatan para pihak 

siapa biaya itu dibebankan. Seseorang yang mengadakan perjanjian namun 

lalai untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya maka ia disebut telah 

melakukan lalai. Lalai dalam hal ini adalah apabila ia :  

1. Tidak memenuhi kewajibannya  

2. Terlambat memenuhi suatu kewajibannya  

3. Memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti apa yang telah  

diperjanjikannya.  

       Apabila dalam suatu perjanjian ada pihak yang lalai maka hal pertama 

yang harus dilakukan adalah memberikannya peringatan, yang dalam undang-

undang peringatan tersebut harus dalam bentuk tertulis. Jika dalam perjanjian 

telah dituliskan hal apa saja yang termasuk dalam hal ini tidak perlu adanya 

suatu peringatan. Seseorang yang lalai dapat digugat di depan hakim dan hakim 

akan menjatuhkan putusan yang merugikannya.13 Pihak yang dirugikan akibat 

adanya kelalaian salah satu pihak dalam perjanjian ini dapat memilih untuk 

menggugat dengan berbagai kemungkinan :  

                                                           
13 Ibid., 302. 
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1. Meminta dilaksanakannya kewajiban sesuai dengan apa yang telah 

diperjanjikan, meski pelaksanaannya telah terlambat  

2. Meminta penggantian kerugian, yaitu kerugian yang dideritanya karena 

perjanjian yang tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tapi 

tidak sesuai dengan hal yang seharusnya telah diperjanjikan  

3. Menuntut pihak yang lalai disertai dengan penggantian kerugian yang 

dideritanya akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian  

       Dalam suatu perjanjian ada yang meletakkan kewajiban timbal balik, 

dimana kelalaian suatu pihak mengakibatkan pihak tersebut harus memberikan 

hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim agar perjanjian 

dibatalkan, disertai dengan penggantian kerugian (Pasal 1226 KUH Perdata). 

Sedangkan dalam praktiknya tidak setiap kontrak dibuat berdasarkan itikad 

baik. Bisa dilihat dalam banyaknya perkara wanprestasi atau tidak tepat janji 

bahkan bukan hanya keterlambatan pemenuhan hutang tetapi bisa terjadi gagal 

serah dalam pemenuhan prestasi.  

       Pembelian perumahan di CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya itu 

sendiri terdapat beberapa opsi pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada  

pembeli dalam harga  maupun pembelian yang lainnya seperti halnya biaya ke 

notaris dalam pengurusan balik nama kepemilikan, biaya pembuatan akta, 

harga kelebihan tanah dan biaya adminisitrasi lainnya dalam penunjang 

kepemilikan rumah. Pembelian rumah juga bisa dilakukan secara angsuran 

dimana angsuran tersebut sudah ditetapkan dari jangka waktu maupun harga 

yang sudah dihitung sesuai dengan kesepakatan. Yang awal mulanya pembeli 
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berkeinginan untuk memiliki rumah hunian dan melihat kavling yang nantinya 

ditempati untuk dijadikan rumah, setelah itu apabila pembeli sepakat untuk 

melanjutkan maka, tahap selanjutnya yakni melakukan sistem bayar dimana 

pihak pembeli membayar DP sebesar 25% dari harga rumah 36 sebesar Rp 

300.000.000 baru rumah dibangunkan, pekerjaan selesai 70% dan baiaya 

retensi 5% dengan angsuran 7 sampai 15 tahun. Setelah itu pembelian nanti 

ada Surat Pesanan Rumah (SPR) yang berisi nama pengajuan dan tata bayar, 

kemudian dilanjutkan dengan PPJB secara tertulis yang nantinya pembeli 

membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan, kemudian Order Bangun (OB) 

yang didalamnya menjelsakna dan mendeskripsikan terkait spesifikasi 

bangunan sesuai permintaan pembeli. Dalam pembelian yang dilakukan di 

dalam CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya terdapat beberapa kendala 

yang signifikan dalam angsuran yang terkadang membebani pembeli itu sendiri 

dalam pembayarannya karena beberapa faktor ekonomi yang terkadang naik 

turun. Dalam rangka menyelesaikan dengan apa yang sedang dialami oleh 

beberapa pembeli, CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya mempunyai 

solusi yang memudahkan pembeli agar tidak ada keterpaksaan yang dilakukan 

pembeli dengan solusi untuk menipiskan angka pembayaran dan menambah 

jenjang waktu pembayaran. Kalaupun pembeli tesebut belum bisa membayar 

lagi setelah adanya keringanan maka pihak CV Bina Rukun Sentosa 

menurunkan Surat Peringatan dengan tiga kali jenjang waktu. Disarankan 

setelahnya ada kesepakatan apabila masih belum bisa membayar setelah 

diberikan surat peringatan dari pihak CV Bina Rukun Sentosa maka, pembeli 
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beserta pihak CV Bina Rukun Sentosa dengan musyawarah mufakat akan 

menjual secara bersama-sama rumah tersebut dengan ketentuan uang hasil 

penjualan rumah yang sudah dijual oleh pihak CV Bina Rukun Sentosa hanya 

diambil sisa kekurangan pembeli untuk membayar angsuran dan sisa kelebihan 

uang diberikan kepada pembeli pertama. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk 

meneliti perjanjian jual beli rumah yang terjadi di CV Bina Rukun Sentosa 

karena tujuan dari muamalah adalah ta’awun (saling tolong menolong) antar 

sesama manusia. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah  

1. Identifikasi Masalah  

       Identifikasi masalah adalah menginfentaris persoalan atau masalah-

masalah yang terdapat dalam penelitian ini.14  

       Berdasarkan penjelasan sebagaimana latar belakang diatas maka dapat 

ditarik beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

a. Jual beli rumah merupakan kebutuhan primer untuk manusia 

berlindung  

b. Perjanjian jual beli rumah antara penjual dan pembeli di Bina Rukun 

Sentosa Wonorejo Surabaya 

c. Mekanisme jual beli rumah antara penjual dan pembeli di Bina Rukun 

Sentosa Wonorejo Surabaya 

                                                           
14 Nurul Zuhriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: BumiAksara, 2006), 29.  
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d. Praktik perjanjian jual beli rumah di Bina Rukun Sentosa Wonorejo 

Surabaya.  

e. Analisis Fiqh Muamalah dan KUH Perdata terhadap itikad baik dalam 

perjanjian jual beli rumah di Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya. 

   

2. Batasan Masalah   

       Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas, maka penulis 

membatasi pada permasalahan sebagai berikut:   

a. Praktik perjanjian jual beli rumah di CV Bina Rukun Sentosa 

Wonorejo Surabaya. 

b. Analisis Fiqh Muamalah dan KUH Perdata terhadap praktik itikad 

baik dalam perjanjian jual beli rumah di CV Bina Rukun Sentosa 

Wonorejo Surabaya.  

 

C. Rumusan Masalah  

       Berdasarkan latar belakang masalah di atas beberapa permasalahan yang 

perlu diungkapkan. Permasalah-permasalahan tersebut adalah :  

1. Bagaimana praktik perjanjian jual beli rumah di CV. Bina Rukun Sentosa 

Wonorejo Surabaya?  

2. Bagaimana Analisis Fiqh Muamalah dan KUH Perdata terhadap itikad 

baik dalam perjanjian jual beli rumah di CV Bina Rukun Sentosa 

Wonorejo Surabaya?   
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D. Kajian Pustaka   

       Kajian pustaka adalah deskriptif ringkas tentang kajian atau penelitian 

yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat 

jelas bahwa kajian yang dilakukan ini pengulangan atau duplikasi dari kajian 

atau penelitian yang telah ada.15  

       Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan 

penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji sebagiamana penulisan 

skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Muamalah dan KUH Perdata Terhadap 

Praktik Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Rumah di CV Bina Rukun 

Sentosa Wonorejo Surabaya”. Adapun beberapa penelitan yang memiliki 

relevasi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :   

1. Skripsi yang berjudul “Jual Beli Rumah Perspektif Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah tentang Akad Istishna’ (Studi di De Prima 

Tunggulwulung Hunian Islami Malang). Skripsi yang ditulis oleh Dyah 

Kurnia pada tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang jual beli rumah di 

De Prima Tunggulwulung Hunian Islami Malang perspektif Fatwa Nomor 

06/DSN-MUI/IV/2002/ tentang Akad Istishna’ belum semua point-point 

telah terimplementasikan dalam realitanya, diantaranya yaitu dalam hal 

penentuan barang yang mana pada putusan ketiga pembayaran tidak boleh 

dalam bentuk pembebasan hutang, akan tetapi didalam pelaksanaannya 

diperbolehkan dengan syarat harus tetap sesuai dengan perhitungan yang 

                                                           
15 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN 

Sunan Ampel, 2014), 8.  
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tertera sejak awal akad. Dalam hal terdapat cacat atau tidak sesuai maka 

pembeli memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad, 

akan tetapi oleh pihak De Prima Tunggulwulung Hunian Islami Malang 

tidak memperbolehkan adanya pembatalan akad yang solusinya yaitu 

apabila terdapat cacat barang pembeli diperbolehkan untuk complain yang 

nantinya pihak De Prima Tunggulwulung akan memperbaiki sesuai dengan 

pesanan yang ada dalam kesepakatan.16   

2. Skripsi yang berjudul “Implementasi Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian 

Antara Konsumen dan Developer PT. Indoperti Harmonis Pada Transaksi 

Jual Beli Perumahan Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Islam”. Skripsi 

yang ditulis Nurazrina pada tahun 2010. Skripsi ini menjelaskan tentang 

pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian antara konsumen dan 

developer PT. Indoperti Harmonis pada transaksi jual beli perumahan 

merupakan bagian dari muamalah, tidak melanggar dari prinsip syariah dan 

ketentuan hukum Islam. Perjanjian yang dilakukan tidak melanggar syariah 

Islam karena bentuk perjanjian yang mereka lakukan adalah perjanjian 

tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan hak dan 

kewajiban dalam perjanjian antara konsumen dan developer PT. Indoperti 

Harmonis pada transaksi jual beli perumahan merupakan bagian dari 

muamalah, dimana hukum Islam tidak mengatur secara rinci setiap masalah 

yang ada, karena bidang muamalah semakin lama semakin berkembang, 

                                                           
16 Dyah Kurnia, “Jual Beli Rumah Rumah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang 

Bai’ Istisna’ (Studi di De Prima Tunggulwulung Hunian Islami Malang) (Skripsi - - UIN Maulana 

Malik Ibrahim, 2018).   
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maka dari itu Islam hanya memberikan landasan-landasan pokok. Dan 

penjabarannya diserahkan kepada manusia itu sendiri, dengan catatan 

bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak melanggardari prinsip 

syariah dan ketentuan hukum Islam. 17   

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rumah 

Tanpa Uang, Utang dan KPR Menurut Cipto Junaedy”. Skripsi yang ditulis 

oleh Syafi’il Anam pada tahun 2014. Skripsi ini menjelaskan tentang 

hukum Islam jual beli rumah tanpa uang, utang, dan KPR menurut Cipto 

Junaedy batal transaksinya. Hal ini dikarenakan penjualan yang kedua 

digantungkan pada penjualan yang pertama. Sehingga, penjualan yang 

kedua tidak sah apabila penjualan yang pertama masih terjadi dan belum 

selesai. Dalam jual beli ini juga terdapat unsur gharar dalam status 

kepemilikan dan penyerahannya serta terdapat unsur yang mengarah pada 

jual beli riba, dalam hal ini pembeli telah menyerahkan harga barang 

kepada penjual pertama lalu pembeli ini menjual barang tersebut kepada 

orang lain sebelum dia menerimanya dari penjual pertama tadi, maka 

seakan-akan pembeli menyerahkan harga dan bisa memanfaatkan barang 

hanya karena telah menyerahkan uang kepada penjual tanpa melakukan 

kerja yang berarti atau tanpa bekerja keras. Sehingga, “Strategi beli rumah 

                                                           
17 Nurazrina, “Implementasi Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Antara Konsumen dan 

Developer PT. Indoperti Harmonis Pada Transaksi Jual Beli Perumahan Ditinjau Menurut Hukum 

Ekonomi Islam” (Skripsi - - UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010).  
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tanpa uang, utang dan KPR” yang diciptakan oleh Cipto Junaedy tidak 

sah.18  

4. Skripsi yang berjudul “Penerapan Kepatuhan Syariah (Sharia 

Compliance) dalam Jual Beli Perumahan Multazam Islamic Residence 

Kalang Anyar Sidoarjo”. Skripsi yang ditulis oleh Nur Kholifah pada tahun 

2016. Skripsi ini menjelaskan tentang Transaksi jual beli perumahan 

Multazam Islamic Residence menggunakan akad IMBT (Ijarah Muntahiya 

Bittamlik), transaksinya langsung menggunakan akad IMBT (Ijarah 

Muntahiya Bittamlik), untuk objek yang disewakan belum tersedia dan 

biaya angsuran tetap berjalan, namun pada akhir masa sewa terdapat 

cashback. Agunan yang dipersyaratkan adalah objek yang disewakan. 

Transaksi tersebut kurang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Ijarah 

Muntahiya Bittamlik. Namun strategi penjualan yang dilakukan sudah 

sesuai dengan penjualan islami.19  

       Sedangkan dalam skripsi ini penulis akan lebih fokus pada analisis hukum 

Islam terhadap mekanisme dalam perjanjian jual beli rumah antara penjual dan 

pembeli di CV. Bina Rukun Sentosa, yakni bagaimana praktik itikad baik 

dalam perjanjian jual beli rumah di Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya. 

                                                           
18 Syafi’il Anam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rumah Tanpa Uang Utang dan KPR 

Menurut Cipto Junaedy” (Skripsi - - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).  
19 Nur Kholifah, “Penerapan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Jual Beli Perumahan 

Multazam Islamic Residence Kalang Anyar Sidoarjo” (Skripsi - - UIN Sunan Ampel Surabaya, 

2016). 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18 
 

 
 

Dan bagaimana analisis fiqh muamalah dan KUH Perdata terhadap praktik 

itikad baik dalam perjanjian jual beli rumah di CV. Bina Rukun Sentosa 

Wonorejo Surabaya.  

 

E. Tujuan Penelitian   

       Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk :   

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik perjanjian jual beli 

rumah di Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya.  

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis fiqh muamalah dan 

KUH Perdata terhadap itikad baik dalam perjanjian jual beli rumah di 

Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya.   

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian   

      Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat berguna dan bermanfaat 

untuk hal-hal berikut :   

1. Manfaat Teoristis, dengan   

a. Menambah pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti dan 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi yang berkaitan dengan 

masalah praktik jual beli rumah dengan menggunakan asas berkontrak 

itikad baik di pelaku tersebut.  

b. Sebagai sarana bagi penulis untuk mempraktikkan teori-teori yang di 

dapat selama perkuliahan studi Hukum dan sebagai syarat untuk 
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memperoleh gelar (S1) di program Hukum Ekonomi Syariah 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.  

2. Manfaat Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

acuhan bagi masyarakat terhadap praktik jual beli rumah yang marak terjadi 

di zaman berkembang saat ini. Agar lebih paham bagaimana asas 

berkontrak dalam bertransaksi yang benar dan sesuai dengan hukum dan 

syari’at Islam.   

 

G. Definisi Operasional   

       Beberapa istilah kata kunci yang ada dalam judul skripsi ini, untuk 

memperjelas dan memperoleh gambaran konkrit tentang arah dan tujuan yang 

terkandung dalam konsep penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Fiqh Muamalah :   

       Mengetahui hukum-hukum syar’I secara terperinci, dengan cara 

memahami dari dalil-dalil dan dasar-dasar syar’I yang berasal dari 

alqur’an, Sunnah, ijma’ dan qiyas yang mencakup segala aspek terkait 

dengan kebendaan yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan.  

2. KUH Perdata :  

       Terjemahan resmi dari buku aslinya yang berjudul Burgerlijk 

Wetboek, dimana buku yang digunaka oleh para praktisi hukum untuk 

memberikan gambaran tentang Hukum Perdata. Yang mengatur tentang 

kepentingan warga negara perorangan satu dengan yang lain, baik yang 

tertulis maupun yang tidak tertulis.  
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3. Itikad Baik :   

       Sikap dari pihak penjual kepada pembeli dalam praktik perjanjian jual 

beli apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban dalam 

perjanjian tersebut.   

4. Jual Beli Rumah :  

       Jual beli yang dilakukan dalam penelitian adalah jual beli rumah 

dalam bentuk kapling bukan jual beli rumah yang sudah jadi dan 

pembayarannya berbasis tunai dan kredit antara penjual dan pembeli di 

CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya.   

 

H. Metode Penelitian   

       Metode penelitian adalah metode yang akan digunakan dan diterapkan 

dalam penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya metode penelitian 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu.20  

       Selanjutnya, serangkaian langkah-langkah yang dibutuhkan agar 

penelitian ini memberikan deskriptif yang baik, maka langkah-langkah yang 

dibutuhkan agar penelitian ini memberikan deskriptif yang baik, maka 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Jenis penelitian  

                                                           
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.  
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       Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yakni 

penelitian yang dilakukan disuatu CV. Bina Rukun Sentosa di Wonorejo 

Surabaya.  

2. Data yang Dikumpulkan  

       Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang 

berkenaan dengan masalah-masalah yang nantinya dijawab dalam 

penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas. Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:  

a. Data Primer  

       Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara).21  Data primer dapat 

berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi 

terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data 

primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi :  

1) Data tentang jenis rumah yang diperjualbelikan.   

2) Data tentang tata cara Bina Rukun Sentosa dalam praktik 

memperjual belikan rumah.   

b. Data sekunder  

       Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang telah 

diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain (media perantara) yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder umumnya, 

                                                           
21 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), 178. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 
 

 
 

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip (dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. 

3. Sumber Data  

       Sumber data adalah subyek dari mana data atau sumber itu diperoleh. 

Sumber data yang penyusun gunakan untuk dijadikan pedoman dalam 

literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait praktik dalam 

meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:  

a. Sumber Primer  

       Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

obyek yang diteliti, baik dari pribadi maupun dari suatu instansi yang 

mengolah dan untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan 

wawancara secara langsung dengan pihakpihakyang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan adalah tiga orang yang terkait 

dalam praktik jual beli rumah yakni Pihak Penjual (CV Bina Rukun 

Sentosa), Pihak Pembeli Pertama (M. Risky) dan Pihak Pembeli 

Kedua (Pak Anton).22  

b. Sumber Sekunder  

       Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi,tesis, 

disertasi.23  

                                                           
22 Chalid Narbuko dan Abu Acmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997). 62.  
23 Zainuddin Ali, Metode Penelitian (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 106.  
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Beberapa diantaranya :  

1) Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah). 

2) Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah.  

3) Saiful Jazil, Fiqih Muamalah. 

4) Abdul Basith Junaidy, Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam. 

5) Abdul  Aziz Muhammad  Azzam, Fiqh Muamalat Sistem 

Transaksi dalam Fiqh Islam. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

       Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data,maka peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.24  

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik 

untuk mengumpulkan data, antara lain sebagai berikut:  

a. Wawancara  

       Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi 

bertatap-muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk 

memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah 

penelitian kepada seseorang responden.25 Antara lain dengan 

beberapa pelaku-pelaku dalam transaksi jual beli rumah di Bina 

                                                           
24 Sugioyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.  
25 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum  (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012), 82.  
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Rukun Sentosa yakni penjual rumah, 3 orang pembeli atau konsumen 

yang membeli barang-barang bekas di Bina Rukun Sentosa. Dengan 

ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yakni 

dengan cara pertanyaan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang 

dari tujuan wawancara yang ditetapkan melalui pertanyaan 

narasumber yakni pembeli, penjual dan marketing CV Bina Rukun 

Sentosa Wonorejo Surabaya.   

b. Dokumentasi  

       Dokumentasi adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui 

penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan 

perundangundangan, buku-buku, dokumentasi resmi, publikasi, dan 

hasil penelitian atau hal lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian seperti kwitansi pembayaran, surat pesanan rumah yang 

berisi nama pengajuan dan tata bayar serta PPJB (Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli) secara tertulis.26  

5. Teknik Pengolahan Data   

       Setelah mendapatkan beberapa data yang dibutuhkan, maka untuk 

mensistematisasikan data dan mempermudah peneliti dalam melakukukan 

analisis data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa 

teknik, sebagaimana berikut:  

a. Organizing  

                                                           
26 Zainuddin Ali, Metode Penelitian (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 107.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25 
 

 
 

       Organizing adalah menyusun kembali data yang telah didapat 

dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah 

direncanakan dengan rumusan masalah yang sistematis.27 Penulis 

melakukan pengelompokkan data yang dibutuhkan untuk dianalisis 

dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan 

penulis dalam menganalisis data.  

b. Editing  

       Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang 

dikumpulkan.28 Dalam hal ini penulis hanya mengambil data yang 

akan dianalisis dalam rumusan masalah saja.  

c. Analizing  

       Analizing adalah mengadakan pengalian terhadap data-data yang 

telah disusun dengan cara menyelami dan merefleksikan data tersebut 

agar dapat di tarik kesimpulan.29 Teknik ini digunakan untuk 

memberikan analisa yang telah dideskripsikan dan menarik 

kesimpulan.  

6. Teknik Analisis Data  

       Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan interprestasikan.30 Berkaitan dengan skripsi ini penulis 

                                                           
27 Sugiuono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 

245.  
28 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum Cet ke-2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.  
29 Abuzar Asra, Metode Penelitian Survei (Bogor: In Media, 2014), 171.  

30 Masra Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES, 1989), 
263.  
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menganalisa sebuah data menggunakan teknik atau suatu metode 

deskriptif analisis yaitu dengan cara menguraikan, menjabarkan, serta 

menjelaskan data yang telah dikumpulkan terkait dengan praktik dalam 

jual beli rumah di Bina Rukun Sentosa. Setelah itu penulis akan melakukan 

analisa terhadap semua data yang dikumpulkan untuk bisa mendapatkan 

suatu kesimpulan.   

       Penulis juga menggunakan metode pola pikir deduktif dengan cara 

menguraikan bebrapa fakta yang terkait dengan praktik dalam hukum islam 

mengenai praktik jual beli rumah di Bina Rukun Sentosa yang kemudian akan 

difahami, dianalisa, serta diambil kesimpulan.   

 

I. Sistematika Pembahasan   

       Tujuan dari penyusunan sistematika pembahasan ini adalah untuk 

mempermudah dalam memahami penelitian ini adalah sebagai berikut :  

       Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan 

hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan.  

       Bab kedua, berisi landasan teori dan memuat sesuatu yang berkaitan 

dengan penelitian ini, yaitu jual beli dalam Islam yakni pengertian, dasar 

hukum, rukun, syarat, dan pendapat ulama tentang jual beli. Dan juga 

mengenai akad itikad baik yang terkait permasalahan sistem jual beli rumah.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27 
 

 
 

       Bab ketiga, berisi tentang praktik perjanjian jual beli rumah di Bina Rukun 

Sentosa Wonorejo Surabaya yang menjawab penelitian pertama, yang diawali 

dengan sekilas profil pemilik atau pelaku usaha, sikap itikad baik penjual 

kepada pembeli jika tidak dapat memenuhi agunan, data jual beli rumah 

dilakukan Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya.  

       Bab keempat, berisi tentang Fiqh Muamalah dan KUH Perdata terkait 

praktik itikad baik dalam perjanjian jual beli rumah di Bina Rukun Sentosa 

Wonorejo Surabaya.  

       Bab kelima, berisi bab penutup yakni yang memuat kesimpulan yang 

merupakan jawaban ringkas atas masalah yang dipertanyakan dalam penelitian 

serta saran-saran yang dapat berguna bagi pelaku atau penjual rumah di CV 

Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya maupun bagi peneliti selanjutnya.
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BAB II 

KONSEP JUAL BELI DALAM FIQH MUAMALAH DAN KUH  

PERDATA TENTANG ITIKAD BAIK DALAM JUAL BELI  

 

A. Jual Beli   

1. Pengertian Jual Beli  

       Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa 

(etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Jual beli menurut 

etimologi berarti al-ba’i, al-tijarah, dan al-mubadalah yang berarti 

perdagangan.31 Hal ini sebagaimana firman Allah SWT surat al-Fathir  

 (35) ayat 29 : 

الصِِ كِِتِبِِاللَِِِِّوِاقِاِمِواِ لِوِنِ هِمِِسِراِِاِنِِالِذِيِنِِيِ ت ِ مِاِِرِزِقِ ن ِ عِلَِنيِِةِِيِ رِجِوِنِِتِِارِةِِلِنِِوِِلِوةِِوِانِِ فِقِوِاِ
 تِ بِ وِرِِ

       Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab 

Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian 

rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan 

terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak 

akan rugi”. (QS. Al-Fathir: 29)32 

 

       Adapun pengertian jual beli menurut terminology (istilah), terdapat 

beberapa pendapat ulama fiqh. Namun substansi dan tujuan masing-

masing adalah sama. Diantaranya yaitu :  

a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah :  

لِِبِاِِلِِعِلِىِوِجِهِِمَِِصِوِصِِاِِمِبِاِدِلِةِِم  
 

       Artinya : “Tukar menukar harta (benda) dengan harta (benda) 

lainnya berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). 

                                                           
31 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 67.  

32 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 

2006), 437. 
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b. Menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, jual beli 

adalah : 

مِاِلِِبِاِلِِتَلِِيِكِاِمِقِاِبِ لِةِِ  

       Artinya : “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk 

kepemilikan”. 33  

 

c. Menurut ulama Ibnu Qadamah, jual beli adalah :  

الِِبِِلِمِالِِتَلِِيِكِاِوِتَلِِكِِ
ِ

 مِبِاِدِلِةِِالم
       Artinya : “Tukar menukar harta dengan harta (yang lain) yang 

bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik”.34 

 

       Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik” dan 

“pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak 

harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (Ijarah).  

       Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa jual beli 

adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang 

mempunyai nilai yang didasarkan pada cara-cara khusus (yang 

diperbolehkan) yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan 

didasari saling suka rela tanpa ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan 

(ridho) antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan 

pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan 

yang telah dibenarkan shara’ dan disepakati.   

 

2. Dasar Hukum Jual Beli  

       Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat 

manusia mempunyai landasan atau dasar hukum yang kuat dalam 

                                                           
33 Imam an-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 65. 
34 Wahbah az-Zuhaili, Terjemahan Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 

2011), 25-26. 
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alQuran, Sunnah Rasulullah SAW. Islam mendorong seseorang untuk 

melakukan jual beli sebagaimana jalan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup, sehingga dengan adanya jual beli manusia akan membutuhkan 

satu sama lainnya. Hukum asal jual beli menurut pandangan al-Quran, 

Sunnah, Ijma’ dan Qiyas adalah mubah (boleh) sampai terdapat 

petunjuk dalil yang melarangnya.   

       Hal ini juga di dukung dengan adanya beberapa dalil hukum 

sebagai berikut :  

a. Dasar Hukum al-Quran  

       Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW dalam bahasa arab yang dinukilkan kepada 

generasi sesudahnya dengan jalan mutawattir, membacanya 

merupakan ibadah. Terdapat sejumlah ayat yang menjelaskan 

tentang jual beli diantaranya dalam firman Allah SAW surat al-

Baqarah (2) ayat 275, yang berbunyi :  

ِِالِبِ يِعِِوِحِرِمِِالربِِِواِِ….  …وِاِحِلِِاللَِِّ
       Artinya : …padahal allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba…”(QS. Al-Baqarah 2: 275) 35  

 

       Ayat diatas secara umum tapi tegas memberikan gambaran 

tentang kehalalan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun 

kedunya (jual beli dan riba) sama-sama memperoleh keuntungan 

ekonomi, tetapi terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan 

dalam sudut pandang cara mencari keuntungan disamping 

                                                           
35 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya…, 58.  
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tanggung jawab resiko kerugian yang akan diperoleh dari usaha 

ekonomi yang dilaksanakan itu.    

b. Dasar Hukum as-sunnah  

       Sunnah sering disamakan dengan hadist, artinya semua 

perkataan, perbuatan dan taqrir yang disandarkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua 

setelah al-Quran.36 Dasar hukum jual beli dalam Sunnah 

Rasulullah SAW. Diantaranya hadist Rifa’ah Ibn Rafi’ bahwa :  

دِهِِبِِ؟ِفِ قِلِِ:ِعِمِلِِالرِجِلِِبيِِِسِئِلِِالنبىِصلىِاللهِعليهِوسلمِاِيِِالِكِسِبِِاطِِيِِ
 وكِِلِِبِ يِعِِمِبِوِِرِِ)رواهِالبزازِوالحاكم(

       Artinya : “Rasulullah Saw. Ditanya salah seorang sahabat 

mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah 

SAW ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan 

setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim)37 

 

       Maksudnya, jual beli yang jujur atau tidak mengandung unsur 

penipuan dan kebohongan. Dalam hadist lain dari Abi Sa’id al-

Khudri r.a yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Rasulullah SAW 

menyatakan :  

عليهِوآلهِوسلمِِعنِابيِسعيدِالخدريِِرضيِاللهِِعنهِانِرسولِاللهِصلىِالله
(قالِ:ِإِنَّاِِالِبِ يِعِِعِنِِِتِ راِضِِ)رواهِإبنِِماِجه  

       Artinya : “Dari Abu Sa’id al-Khudri r.a. Rasulullah SAW 

bersabda: Jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka”.(HR. 

Ibnu Majah)38 

  

                                                           
36 Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 156.  

37 Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulussalam Syarah Bulughul Maram, (Terj: 

M.Isnan, Dkk) (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 4. 
38 Abi Abdillah Muhammad Yazid al-Qazwainy, Sunan Ibnu Majah (Bairut: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyah, 2002), 349.  
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       Maksud hadist diatas, jual beli merupakan suatu akad yang 

dilakukan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, yang 

dilakukan dengan jujur berdasarkan suka sama suka tanpa diiringi 

kecurangan.  

c. Dasar Hukum Ijma’  

       Ijma’ menurut bahasa berarti kesepakatan atau sependapat 

dengan suatu hal, menurut terminology ijma’ adalah kesepakatan 

mujtahid tentang hukum syara’ dari suatu peristiwa setelah Rasul 

wafat.39 Ijma’ merupakan dasar hukum ketiga setelah al-Quran dan 

as-Sunnah. Umat muslm sepakat bahwa jual beli sudah berlaku  

 sejak  zaman  Nabi  Muhammad  SAW  sampai  sekarang.  

Sebagaimana telah dijelaskan dalam kaidah fiqh yang agung lagi 

bermanfaat tentang kebolehan dalam bidang muamalah, khususnya 

jual beli. 

ِبِِحِةِِاِلاِِمِاقِِالِِْصِلِفِىِالمعِِامِِ امِِالدِليِِلِِعِلِىِمِنِعِهِِلِةِِاِلاِِ  

“Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibahah) 

sampai ada dalil yang melarangnya”.  

 

       Maksudnya, bahwa para ulama telah sepakat atas kebolehan 

jual beli dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi 

kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain. Akan tetapi, 

bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti 

sesuai dengan barang yang sesuai. Manusia adalah makhluk sosial, 

sehingga tidak bias hidup tanpa bantuan atau kerjasama antara satu 

dengan yang lainnya.  

                                                           
39 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 53.  
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       Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam 

Syafi’I mengatakan, “semua jenis jual beli hukumnya adalah boleh 

kalua dilakukan oleh kedua belah pihak yang masing-masing 

mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, karena jual beli 

yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk 

dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli 

diperbolehkan hukumnya selama berada pada bentuk yang 

ditetapkan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya.40 Mengacu pada 

ayatayat al-Quran dan Hadist, hukum jual beli adalah mubah 

(boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa 

berubah menjadi sunah, wajib, haram dan makruh.  

 

3. Rukun Jual Beli  

       Dalam hukum Islam, suatu perjanjian atau persetujuan antara 

dua atau berbagai pihak dinamakan dengan akad (transaksi). Jual 

beli merupakan suatu akad, jual beli dalam pandangan Islam bisa 

dikatakan sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.   

       Menurut hukum Islam, untuk mengadakan transaksi harus 

memenuhi rukun jual beli yaitu: akad (ijab qabul), orang yang 

berakad (penjual dan pembeli), mauqud ‘alaihi (objek akad).41 

Adapun dalam menentukan rukun dan syarat jual beli terdapat 

perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. 

Berikut ini adalah uraiannya.  

                                                           
40 Wahbah Az-Zuhaili, Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5…, 27.  
41 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), 70.  
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       Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya Ijab (ungkapan 

membeli dari pembeli) dan Qabul (ungkapan menjual dari penjual).  

Menurut mereka rukun dari jual beli hanyalah kerelaan 

(ridha/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual 

beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang 

sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan 

indikasi (qarinah) yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah 

pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka dapat 

tergambar dalam akad ijab qabul, atau dengan cara saling 

memberikan barang dengan harga barang (ta’athi).42  

       Sementara menurut Malikiyah, rukun jual beli ada tiga yaitu  

‘aqidain (pembeli dan penjual), mauqud ‘alaihi (barang yang 

diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang), sighat (ijab 

qabul). Sedangkan pendapat jumhurul ulama tentang rukun jual beli 

menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu :  

a. Bai’ (penjual)  

b. Mushtari (pembeli)  

c. Shighat (ijab qabul)  

d. Mauqud ‘alaih (benda atau barang)  

 

4. Syarat Jual Beli  

       Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual 

yang dikemukaan beberapa jumhurul ulama adalah sebagai berikut :  

                                                           
42 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35  

  

 
 

a. Syarat orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan 

pembeli)  

       Orang yang berakad (subyek), adalah dua pihak yang terdiri 

dari penjual (bai’) adalah pemilik harta yang menjual barang yang 

akan diperjual belikan dan pembeli (mushtari) adalah pihak yang 

ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar 

sejumlah uang tertentu kepada pembeli. Untuk orang yang 

melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) Baligh dan berakal   

       Yang dimaksud dengan orang baligh dan berakal disini 

adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang 

terbaik baginya. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak 

kecil yang belum baligh dan orang gila, hukumnya tidak sah. 

Karena besar kemungkinan jika pelaku jual belinya anak-anak 

dan orang gila, maka akan mudah terjadinya penipuan pada 

aktivitas jual beli, sebab ia dibawah kekuasaan walinya. Jumhur 

ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli harus 

sudah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad masih 

mummayiz, orang gila, orang bodoh (orang idiot) maka jual 

belinya tidak sah, sebab mereka tidak dapat mengendalikan harta. 

Oleh karena itu, mummayiz (anak kecil), orang gila, orang bodoh, 

tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.43 Telah disebutkan 

dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 5 yang berbunyi:  

                                                           
43 Suqiyah Musyafa’ah Sholihuddin Moh Romdhon M Himami Fatikul, Hukum Ekomomi dan 

Bisnis Islam Struktur Akad Tijari dalam Hukum Islam, 63.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36  

  

 
 

هِاِوِاكِسِوِهِمِِ ِِلِكِمِِقِيِمِاِوِارِزقِِ وِهِمِِِفِي ِ ِجِِعِلِِاللَِِّ وِلاِتِ ؤِتوِاِالسِفِهِاِءِِامِِوِالِكِمِِالِتِِ
 وِقِ وِلوِِاِلَِمِِِقِ وِلاِمِعِرِوِفاِ

       Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok 

kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta 

itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”. (QS. 

An-Nisa: 5) 44 

  

       Jadi jelas bahwa pada ayat ini sudah dikemukakan, Allah 

melarang memberikan wewenang kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya atau orang dewasa yang tidak dapat 

mengendalikan hartanya. Sedangkan kalimat mereka yang ada 

dalam kekuasaanmu menunjukkan bawa walilah yang 

bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan hukum guna 

kepentingan orang yang ditaruh bawah pengampunan.45  

       Baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam, batasan 

menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah 

bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah 

ketika sudah mengalami masa haid. Dengan demikian, jual beli 

yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Dalam sebuah hadist 

di jelaskan yaitu “ada tiga golongan yang terbebas dari hukum 

yakni, orang yang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia 

sembuh, dan anak-anak hingga ia dewasa”.   

2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda   

                                                           
44 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya..., 100.  

45 Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 131.  
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      Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu 

bersamaan sebagai penjual dan sekaligus pembeli.  

3) Beragam Islam  

       Syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang 

Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam 

bendabenda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual 

hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar 

kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang 

beragama Islam. Sedangkan Allah SWT melarang orang-

orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk 

merendahkan mukmin, dalam firmannya al-Quran surat an-

Nisa ayat 141:  

ِسِبِِ ِِللِِكِفِريِِنِِعِلِىِالِمِؤِمِنِيِْ   يِلَِِوِلِنِِيَِِّعِلِِاللَِِّ
       Artinya : “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi 

jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang 

beriman”. (QS. An-Nisa : 141)46  

 

4) Atas dasar kemauan sendiri  

       Yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu 

bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak 

tidak melakukan tekanan atau paksaan oleh pihak lainnya, 

sehingga pihak lain melkaukan jual beli bukan karena 

kemauan sendiri melainkan adanya paksaan dari pihak lain. 

Menjual atau membeli sesuatu atas paksaan orang lain 

hukumnya tidak sah. Dalam sebuah hadis jelas ditegaskan 

                                                           
46 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya..., 132. 15 Ibid 

83.  
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bahwa jual beli sah hanya dengan suka sama suka. Adapun 

yang menjadi dasar suatu jual beli harus dilakukan atas dasar 

kehendak sendiri tanpa ada paksaan, telah disebutkan dalam 

al-Quran surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi :  

نِكِمِِبِِلِبِاطِلِِاِلاِِِانِِِتِكِوِنِِتِِارةِِِعِنِِ ياِِِِيِ هِاِالِذِيِنِِاِمِنِ وِاِلاِتَِِكِلِوِِاِاِِمِوِالِكِمِِبِ ي ِ
كِِانِِبِكِمِِرِحِيِمِا نِكِمِِِِوِلاِتِ قِتِ لِوِِاِانِِ فِسِكِمِِِِاِنِِاللَِِِّ  تِ راِضِِمِِ

       Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku 

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 

kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)47 

 

       Perkataan suka sama suka pada ayat diatas, menjadi 

dasar bahwa perbuatan jual beli haruslah dilakukan dengan 

kehendak sendiri yang bebas dari tekanan atau paksaan dari 

pihak lain.  

5) Keduanya tidak mubadzir (boros)  

       Yang dimaksud dengan keduanya tidak mubadzir yaitu 

para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli 

bukanlah manusia yang boros (mubadzir), karena Allah SWT 

telah melarangnya. Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran 

surat al-Isro’ ayat 26 yang berbunyi : 

رِِتِ بِذِيِ راِ ِوِابِنِِِالسِبِيِلِِوِلاِتِ بِذِِ  وِاِتِِذِاِالِقِرِبِٰحِقِهِِوِالِمِسِكِيِْ
 

       Artinya : “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, 

juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; 

dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) 

secara boros”. (QS. Al-Isro’: 26)48  

                                                           
47 Ibid., 83. 
48 Ibid., 284.  
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b. Syarat Shighat (lafad ijab qabul)  

       Shighat adalah pernyataan ijab dan qabul yang berlangsung 

dalam suatu transaksi yang menjadi syarat sahnya suatu akad. 

Shighat (ijab qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan 

pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak 

pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan 

barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang 

isyarat, tulisan, ta’ahi (tindakan saling memberi) dan lisan 

alhal.49  

       Dengan demikian akad adalah persetujuan penjual dan 

pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab qabul 

dilakukan, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). 

Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul 

yang berlangsung.   

       Para ulama mengemukakan syarat-syarat ijab qabul adalah 

sebagai berikut :  

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal 

menurut jumhurul ulama, atau telah berakal menurut ulama 

Hanafiyah sebagaimana yang telah disebutkan diatas.  

2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab qabul tidak 

sesuai maka jual beli tidak sah.  

                                                           
49 Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangannya) (Banda Aceh: Pena, 

2010), 31.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40  

  

 
 

3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, 

kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan 

membicarakan topik yang sama. Apabila penjual 

mengucapkan ijab, maka pembeli mengucapkan qabul. 

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat dalam 

memaknai jual beli yang disertai waktu, Ulama Hanafiyah 

mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diselingi 

waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat 

untuk berfikir. Namun, ulama Syafi’iyah berpendapat 

bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak berselang, karena 

dapat menimbulkan dugaan objek pembicaraan telah 

berubah.  

       Dalam hal ijab qabul, para ulama fiqh berbeda pendapat, 

diantaranya menurut ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah. Adapun 

menurut Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa, transaksi jual 

beli harus dilakukan dengan ucapan ijab qabul yang jelas. 

Alasan mereka adalah unsur utama jual beli yaitu kerelaan 

kedua belah pihak. Unsur kerelaan menurut mereka adalah 

unsur hati yang sulit untuk diindra, sebab perlu diungkapkan 

dengan ijab qabul, apalagi masalah persengketaan dalam jual 

beli boleh terjadi dan berlanjut dipengadilan.50  

                                                           
50 Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 25.  
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       Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah yang berkenan 

dengan syarat akad itu sendiri yaitu dengan persetujuan antara 

ijab qabul yang berlangsung dalam satu majlis akad.51  

c. Syarat berkaitan dengan Objek Akad (ma’qud ‘alaih)  

       Untuk menjadi syarat sahnya jual beli harus ada ma’qud 

‘alaih yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi 

sebab terjadinya perjanjian jual beli. Syarat-syarat yang 

berkaitan dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:  

1) Bersih barangnya. Maksudnya yaitu, barang yang diperjual 

belikan bukanlah barang yang dikualifikasikan dalam 

benda najis atau tergolong benda yang diharamkan. Hal ini 

berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW :  

عِِرِسِوِِ يِ قِوِلِعِامِِِلِِاِللهِصِلِىِاللهِِعِلِيِهِِوِسِلِمِِعِنِِجِابِرِِبِنِِعِبِدِِاِللهِأنِهِِِسَِِ
تِةِِوِِحِِالِفِتِحِِوِهِوِِبِكِِةِِاِنِِاللهِِوِرِسِوِلِهِِ ِالِخنِِزيِِرِِِوِِرِمِِبِ يِعِِالِخمِِرِِوِِالِمِي ِ

تِةِِفإِِنهِِِيطِِلِِِِاِللهِأرِأِيِِتِِالِْصِنِامِِِفِقِيِلِِيِاِرِسِوِلِِ ىِبِاِِالسِفِنِِوِِشِحِوِمِِِالِمِي ِ
لِِرِسِوِلِِاِللهِاسِِِفِ قِالِِلاهِوِِحِراِمِِثِِِْقاِيدِِهِنِِِبِاِِالِْلِِوِدِِوِيِسِتِصِبِحِِبِاِِالنِِ

جِلِِلِمِاِحِرِمِِِاِنِِاِللهِعِزِِوِِِاللهِِالِيِ هِوِدِِصِلِىِاللهِِعِلِيِهِِوِسِلِمِِعِنِدِِذِلِكِِقاِتِلِِ
اكِلِوِاِثَنِِهِِفِِعِلِيِهِمِِشِحِوِمِهِاِاِجِْلِِوِهِِثِِِْبِِعِوِهِِ  

       Artinya : “Dari Jabir Ibnu Abdillah, bahwa ia mendengar 

Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah, 

“sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual 

beli arak, bangkai, babi dan patung” lalu seseorang bertanya 

“bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan 

untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu 

penerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab “mudah-

mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi karena 

sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai 

pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta 

memakannya (hasilnya)”. (HR. Muslim) 

                                                           
51 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontektual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 

121.  
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       Maksud hadist diatas dapat disimpulkan bahwa tentang 

bangkai, darah, dan daging babi, sangat dilarang untuk diperjual 

belikan (haram), sebagaimana yang telah dicantumkan diatas. 

Dalam riwayat lain, Nabi menyatakan, “kecuali anjing untuk 

berburu” boleh diperjual belikan. Menurut Syafi’iyah, 

haramnya jaul beli arak, bangkai, babi, dan anjing karena najis, 

sedangkan patung bukan najis tetapi tidak ada manfaatnya. 

Menurut syara’, batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu 

biasa dapat dimanfaat dan dijual, sebab dapat digunakan untuk 

membangun gedung, rumah atau merenovasi jalan dan lainnya.  

Abu Hurairah, Thawus, dan Mujahid berpendapat, bahwa 

kucing haram diperjual belikan, sedangkan jumhurul ulama 

memperbolehkan selama kucing bermanfaat. Larangan 

memperjual belikan kucing terdapat dalam hadis shahih 

dianggap sebagai tanzih (makruh tanzih).52  

2) Barang ada didalam kekuasaan penjual (milik sendiri)  

       Barang atau benda yang akan diperjual belikan adalah 

milik sendiri bukan milik orang lain, barang yang sifatnya 

belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjual 

belikan. Misalnya, memperjual belikan ikan yang masih 

didalam laut atau burung yang masih di alam bebas, karena 

ikan atau burung belum dimiliki oleh seseorang, tentang 

larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya, tanpa 

                                                           
52 Sohari Sahrani Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 69.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43  

  

 
 

seizin pemilik barang tersebut jual beli yang demikian 

adalah haram.53  

3) Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat 

diketahui)  

       Hendaklah penjual dan pembeli mengetahui jenis 

barang dan harga barangnya. Hal ini untuk menghindari 

kesamaran baik wujud sifat dan kadarnya.54 Jual beli 

kesamaran adalah jual beli yang dilarang oleh Islam. Boleh 

menjual barang yang tidak ada di tempat akad dengan 

ketentuan dijelaskan sifatnya yang mengakibatkan dari 

ciriciri barang tersebut dapat diketahui, jika ternyata barang 

tersebut sesuai dengan barang yang disepakati, maka wajib 

membelinya, tapi jika barang tidak sesuai dengan yang 

disifatkan, maka pembeli berhak memilih untuk  

melangsungkan akadnya atau tidak.  

4) Barang yang dapat diserahkan   

       Barang atau benda yang diserahkan pada saat akad 

berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati selama 

transaksi berlangsung.55  

5) Barang yang bermanfaat menurut syara’  

       Maksudnya, barang yang diperjual belikan harus ada 

manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan 

                                                           
53 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 119.  
54 Husain Syahatah Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, Transaksi dan Etika Bisnis Islam 

(Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), 167.  
55 Suhrawardi K. Lubis Farid Wajadi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 145.  
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barang-barang yang tidak ada manfaatnya. Tentu barang 

yang dapat dimanfaatkan sangat relative, sebab pada 

hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli 

merupakan barang yang dapat dimanfaatkan seperti untuk 

dikonsumsi (beras, sayur mayur, buah-buahan), dinikmati 

keindahannya (bunga, hiasan, rumah), dinikmati suaranya 

(TV, Radio) dan lainnya. Barang atau benda yang 

bermanfaat adalah kemanfaatan barang sesuai dengan 

ketentuan hukum agama (syariat Islam) dan norma-norma 

Agama.  

d. Nilai tukar pengganti barang  

       Nilai tukar dari barang adalah salah satu unsur terpenting 

dalam jual beli. Berkaitan dengan nilai tukar, para ulama fiqh 

membedakan antara ath-thaman dengan as-si’r. Mereka 

berpendapat, ath-thaman adalah harga pasar yang berlaku 

ditengah-tengah masyarakat, sedangkan as-si’r adalah modal 

barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual 

ke konsumen.56 Ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat harga 

sebagai berikut :  

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas 

jumlahnya.  

2) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, sekalipun 

secara hukum (seperti pembayaran dengan tunai atau 

                                                           
56 Fathi ad-Duraini, Terj. al-Fiqh al-Islami al-Munawarah ma’a al-Muzahib (Damaskus: 

Mathba’ah ath-Tharriyyin, 1979), 56.  
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kredit). Apabila pembayaran dilakukan secara kredit 

(berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.  

3) Apabila jual beli dilakukan dengan mempertukarkan barang 

(muqayyadah), maka yang dijadikan nilai tukar bukanlah 

barang yang diharamkan menurut syara’.57  

 

5. Macam-macam Jual Beli  

       Jual beli dalam pandangan hukum Islam tidak semua 

diperbolehkan. Jual beli dianggap sah, apabila jual beli sudah sesuai 

dengan perintah syariat Islam yang memenuhi rukun dan syarat jual 

beli. Maka dengan demikian pemilikan barang, pembayaran dan 

pemanfaatanya menjadi halal. Ada maam-macam jual beli dengan 

menyebutkan sifat, jenisnya dan secara pesanan (inden), yaitu :  

a. Jual Beli Salam (Bai’ as-Salam)  

       Secara bahasa artinya Salaf, baik ditinjau dari fi’ilnya 

maupun wazan maknanya. Penamaan akad dengan istilah Salam, 

yang memiliki arti etimologi “segera” (isti’jal), karena akad 

salam mengharuskan kesegeraan pembayaran (ra’s al-maal) di 

majelis akad. Sedangkan penamaan dengan istilah Salaf, yang 

memiliki arti estimologis “dahulu” (sabiq) karena sistem 

pembayaran akad Salam harus didahulukan dari penerimaan 

barang (muslam fiih). Adapun salam secara termonologi adalah 

transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatya dalam 

                                                           
57 Wahbah az-Zuhaili, Terjemahan Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu..., 119-120.  
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tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan 

kontan di tempat transaksi.58  

b. Jual Beli Istishna’ (Bai al-Istishna’)  

       Istishna’ secara etimologi adalah mashdar dari Istishna’a 

asysyai’, artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta 

kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun 

Istishna’ secara terminologi adalah transaksi terhadap barang 

dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk 

mengerjakannya. Obyek transaksinya adalah barang yang harus 

dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.59  

       Dalam istilah fuqaha, Istishna’ didefinisikan sebagai akad 

yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu 

dalam tanggungan. Maksudnya, akad tersebut merupakan akad 

membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Atau bahwa 

kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering 

memerlukan pihak lain untuk membuatkannya, dan hal seperti itu 

dapat dilakukan melalui jual beli Istishna’ ( الاستـصناع ), yaitu akad 

jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu 

dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara 

pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat). 60  

       Akad ini menyerupai akad Salām (membeli barang dalam 

tanggungan dengan harga kontan), karena akad ini merupakan 

                                                           
58 Miftahul Khairi, Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: 

Maktabah Al-Hanif,2009), 137.  
59 Ibid., 143.  
60 Fatwa DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna῾  
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jual beli barang yang tidak ada saat akad. Dalam akad ditetapkan 

bahwa barang di pesan berada dalam tanggungan pembuat 

(penjual). Akan tetapi, akad Istiṣna῾memiliki perbedaan dengan 

akad Salām dari sisi ketidakharusan penyerahan harga barang 

(modal) secara kontan, penjelasan masa pembuatan ataupun 

waktu penyerahan. Begitu pula tidak disyaratkan bahwa barang 

yang dipesan merupakan salah satu barang yang dapat dijumpai 

dipasar. 

  

6. Saksi dalam Jual Beli  

       Jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dianjurkan, berdasarkan 

firman Allah Ta’ala dalam Surat al-Baqarah ayat 182, yang berbunyi:  

 …وِاِشِهِدِوِِاِاِذِاِتِ بِايِ عِتِمِِصلى
       Artinya : “… dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli”. 

(QS. Al-Baqarah: 282).61   

       Maksud dari ayat diatas, bahwa jual beli yang dilakukan 

dihadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan 

menjauhkan diri dari sikap saling menyangkal. Oleh karena itu lebih 

baik dilakukan, khususnya jika barang dagangan mempunyai nilai 

yang sangat penting. Menurut pendapat asy-Syafi’I, Ishaq dan Ayyub 

menyatakan bahwa tidak dianjurkan mendatangkan saksi dalam jual 

beli, jika barang dagangan nilainya sedikit. Sedangkan menurut 

pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas yang diikuti oleh ‘Atha’ 

                                                           
61 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya..., 34.  
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dan lainnya menyatakan bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli 

adalah kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan.62  

 

7. Prinsip Jual Beli  

       Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, asas memiliki makna 

dasar prinsip yang jadi anutan dan hukum. Prinsip adalah sesuatu yang 

dipegang sebagai anutan yang utama. Beberapa prinsip yang 

diterapkan dalam melaksanakan jual beli antara lain, sebagai  

berikut:63  

a. Prinsip tauhid  

       Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk 

bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan 

aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai 

tauhid. Artinya prinsip tauhid yang mengajarkan kepada manusia 

agar hubungan dalam kemanusiaan, sama esensialnya dengan 

hubungan kepada Allah. Dengan demikian, proses kegiatan 

ekonomi senantiasa dilandaskan pada sistem tauhid dalam wujud 

keadilan sosial yang bersumber dari al-Quran dan as-sunnah.   

b. Prinsip Halal   

       Umat Islam diharapkan dalam mencari rezeki melaksanakan 

hal-hal yang halal dan menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. 

Melaksankan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, 

                                                           
62 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq Muhammad bin 

Ibrahim Al-Musa, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: 

Maktabah Al-Hanif, 2014), 17.  
63 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2013), 7-11.  
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mengkonsumsi dan memanfaatkannya. Selain caranya harus 

halal, barang yang diperjualbelikan juga harus halal. Dalam buku 

Mardani, Dr. M. Nadratuzaman Husein mengemukakan bahwa, 

alasan mencari rezeki dengan cara halal yaitu : 1) karena Allah 

memerintahkan umat manusia mencari rezeki dengan cara yang 

halal, 2) karena dengan mencari rezeki yang halal terdapat 

keberkahan, 3) rezeki yang halal mengandung manfaat dan 

maslahah yang agung bagi manusia, 4) harta yang halal akan 

membawa perilaku positif bagi manusia, 5) harta yang halal 

melahirkan pribadi yang istiqomah, yakni yang selalu berada 

dalam kebaikan, keshalehan, ketaqwaan, keikhlasan, dan  

keadilan.  

       Bahkan, Dr. M. Nadratuzaman Husein mengemukakan 

bahwa, alasan mencari rezeki dengan cara haram hasilnya akan : 

1) memunculkan sosok pendusta, penakut, pemarah, dan 

penyebar kejahatan dalam kehidupan masyarakat, 2) akan 

melahirkan manusia yang tidak bertanggung jawab, penghianat, 

penjudi, koruptor, dan pemabuk, 3) menghilangnya keberkahan, 

ketenangan, dan kebahaguiaan bagi manusia. Oleh karena itu, 

kepada umat Islam diharapkan agar dalam mencari rezeki 

(berinvestasi) menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. 

Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, 

dalam mengonsumsi, dalam memanfaatkannya. Doa orang 
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berinvestasi secara halal akan diterima oleh Allah dan hidupnya 

penuh makna dalam ridha Allah SWT.64  

c. Prinsip Maslahah   

       Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukan oleh dalil hukum 

tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala 

tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara’, yaitu 

memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. 

Prinsip maslahah merupakan hal yang paling esensial dalam 

muamalah. Oleh karena itu, praktik jual beli yang tidak 

mendatangkan maslahah kepada masyarakat harus ditinggalkan 

karena tidak sesuai dengan syariat Islam.  

d. Prinsip Ibahah (boleh)  

       Yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan 

selama belum ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, 

kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut 

harus diperhatikan dan dilaksanakan. Ini dimaksutkan bahwa 

kemubahan untuk melakukan akad terhadap objek apa saja 

selama sesuai dengan hukum yang ada.  

e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi  

       Prinsip kebebasan bertransaksi harus tetap didasari prinsip 

suka sama suka dan tidak ada pihak yang didzalimi dengan 

didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh 

dilakukan pada barang-barang yang haram.  

                                                           
64 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia  (Bandung: PT Refika Aditama,  2011), 178.  
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B. Itikad Baik Menurut KUH Perdata  

       Setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para 

pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana yang ditentukan 

dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua 

perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik diwaktu membuat 

suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh 

kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan 

tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat 

menimbulkan kesulitan-kesulitan.65  

       Asas itikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu :   

1. Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat 

haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan 

dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan 

sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.  

2. Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang 

terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, itikad baik 

ini bisa diartikan dengan kejujuran.66  

       Itikad baik dalam arti subyektif bisa diartikan kejujuran seseorang 

dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap 

batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam 

arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUH Perdata. Menurut 

                                                           
65 Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), 

17.  
66 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983), 25.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52  

  

 
 

Munir Fuady, rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Peradata 

mengidentifikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat 

sahnya suatu perjanjian sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 

KUH Perdata. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal 

“pelaksanaan” dari suatu perjanjian, bukan pada “perbuatan” suatu 

perjanjian. Sebab unsur “itikad baik” dalam hal perbuatan suatu perjanjian 

sudah dapat dicakup oleh unsur “kausa yang legal” dari Pasal 1320 tersebut.  

       Mengenai pengakomodasian asas itikad baik yang berhubungan erat 

dengan kepatutan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang 

menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal 

yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu perjanjian diwajibkan oleh 

kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.  

       Standar yang digunakan dalam itikad baik objektif adalah standar yang 

objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif. Perilaku para 

pihak dalam perjanjian harus diuji atas dasar normanorma objektif yang 

tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Norma tersebut 

dikatakan objektif karena tingkah laku didasarkan pada anggapan para pihak 

sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum 

tentang itikad baik tersebut.67  

       Jadi disini itikad baik dalam artian subjektif yang diartikan kejujuran 

terdapat kesenjangan atau bertentangan. Maka untuk pengakomodasiannya 

bisa dipastikan tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam beberapa teori 

maupun dalam KUH Perdata. Berdasarkan uraian pasal 1338 ayat (3) yang 

                                                           
67 Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak (Jakarta: Pasca Sarjana FH-UI, 

2003), 19.  
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berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dapat 

diartikan bahwa itikad baik tersebut dasar dalam melaksanakan perjanjian. 

Para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus memperhatikan asas itikad 

baik, yaitu dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus mengindahkan 

norma-norma kepatuhan dan kesusilaan, agar jangan sampai 

pengakomodasiannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan 

keadilan. Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan 

kepentingan salah satu pihak terdesak, harus adanya keseimbangan. 

Keadilan dimaksudkan bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang telah 

diperjanjikan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku. 

       Dalam hal ini, pengakomodasian itikad baik dapat berupa akta 

perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Adapun yang 

dimaksud disini adalah kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa saja 

yang telah disepakati dalam klausul perjanjian tersebut. Sedangkan asas 

itikad baik dalam membuat suatu perjanjian dapat diartikan terletak pada 

sikap batin seseorang dalam membuat perjanjian. Dan di dalam buku ketiga 

KUH Perdata tidak dijelaskan mengenai hal tersebut, akan tetapi di dalam 

buku kedua KUH Perdata tentang Benda, itikad baik tersebut bisa diartikan 

kejujuran, hal tersebut tercantum di dalam pasal 531 KUH Perdata yang 

berbunyi “kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya 

memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik dalam 

mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung didalamnya”. Dan 

dalam hal ini, itikad baik dalam pembuatan perjanjian berupa kejujuran dari 

pada pihak yang membuat perjanjian tersebut, bahwa pihak yang membuat 
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suatu perjanjian haruslah saling terbuka satu sama lain (jujur) dalam hal 

kaitannya pembuatan perjanjian yang dibuat tersebut. 
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BAB  III 

PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DI CV BINA RUKUN 

SENTOSA WONOREJO SURABAYA 

 

A. Gambaran Umum CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya  

1. Sejarah CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya  

       Awal mula berdirinya CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya 

ialah pada sekitar tahun 2010 CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya 

didirikan dan dipimpin oleh Bapak Rofi’i. Nama CV Bina Rukun Sentosa 

Wonorejo Surabaya sendiri terilhami dari doa dan harapan pendiri dan 

pemilik sendiri agar usahanya dapat selalu rukun dan sentosa. Rukun yang 

berarti rukun dalam bekerja pada semua pegawai dan pendiri, dan Sentosa 

yang berarti lama atau awet dalam usahanya.68  

       Berawal dari pendiri dan pemilik CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo 

Surabaya yang sebelumnya telah menggeluti usaha jual beli dibidang 

alumunium dan kaca juga jasa dibidang alumunium lalu berkembang 

cukup maju. Timbul keinginan untuk pemilik memiliki ide untuk 

mendirikan atau membangun hunian yang awalnya dilakukan coba-coba. 

Karena dari ide tersebut pemilik mulai mendirikan atau membuka bisnis 

dibidang yang baru yakni jual beli rumah hunian. Pada awal mulanya, 

pemilik atau pendiri CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya 

menargetkan untuk menawarkannya hanya pada kalangannya saja. Yang 

dimaksud kalangannya saja yakni ruang lingkup para pekerja di CV 

tersebut. Tanpa diduga, sasaran konsumen pertama yakni para karyawan 

                                                           
68 Bapak Rofi’I, Wawancara Surabaya Oktober, 2020.  
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yang juga bekerja di CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya tersebut 

tertarik untuk mengajukan pengambilan hunian ini. Tentu saja pemilik 

Bapak Rofi’i juga menawarkan pengambilan hunian atau rumah tersebut 

dengan menggunakan transaksi pembayaran secara berjangka atau sistem 

kredit.  

       CV Bina Rukun Sentosa beralamatkan di Jalan Wonerejo Surabaya. 

Awal mula berdirinya CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya ini 

satu lokasi dengan alamat pemiliknya, namun seiring berjalannya waktu 

kantor CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya berpindah tetapi 

masih satu wilayah dengan rumah pemilik atau pendirinya.  

       Berawal dari pembentukan para staff yang mumpuni dalam berbagai 

bidang yang akan digeluti sesuai kebutuhan untuk pengembangan. Adapun 

beberapa orang diantaranya adalah bapak Rofi’i selaku pemilik CV Bina 

Rukun Sentosa, ibu Dewi dan Ida selaku administrasi, bapak Risky Budi 

selaku marketing, bapak Wachid selaku pelaksana proyek, dan bapak 

Slamet selaku pengiriman barang atau bagian sopir di CV Bina Rukun 

Sentosa Wonorejo Surabaya. 

       CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya menjalankan usaha-usaha 

dalam bidang pembangunan, yaitu bertindak sebagai pemborong pada 

umumnya (General Kontraktor), bertindak sebagai pengembang (Real 

estate) atas pekerjaan-pekerjaan pembanguna yang meliputi arsitektur, 

perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan pemborong (General 

Contraktor) atas pekerjaan pembangunan gedung, kawasan pemukiman, 
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dan komplek perkotaan, serta industri, pembutaan pembagunan pabrik, 

sarana dan prasarana telekomunikasi, pembuatan pintu dan kusen 

alumunium, pembangunan gudang-gudang pabrik, pembangunan rumah 

sakit, pembangunan klinik kesehatan dan pekerjaan lain sebagainya yang 

berhubungan dengan pembangunan dan jasa dibidang alumunium dan  

stenless.  

       Yang paling banyak diminati oleh konsumen atau pembeli dan menjadi 

sumber pendapatan terbesar di CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya 

yakni produk hunian rumah ini. Yang memang pembangunannya sendiri 

hampir dilakukan secara berkala. Bahkan ketika tidak ada yang memesan 

untuk dibuatkan rumah, CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya juga 

secara mandiri membangun dan mendirikan rumah lalu setelah  

pembangunan dirasa telah selesai Barulah produk hunian yang telah selesai 

ini ditawarkan kepada konsumen atau masyarakat yang membutuhkan 

hunian rumah.  

       Produk rumah hunian  yang ditawarkan di CV Bina Rukun Sentosa 

Wonorejo Surabaya adalah produk-produk hunian rumah yang menawarkan 

sistem pembayaran dengan metode tunai atau lunas dan pembayaran dengan 

metode kredit/cicilan atau berjangka dengan kesepakatan yang disetujui 

oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli atau calon pemilik hunian 

rumah tersebut. Jenis dan harga dari produk hunian yang ditawarkan 

sangatlah beragam dan tentunya sangat banyak. Bahkan konsumen atau 
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pembeli terkadang juga ada yang meminta atau memesan desain sesuai 

keinginan konsumen sendiri.   

       Jenis usaha yang diperjualbelikan di CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo 

Surabaya menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan, yaitu 

bertindak sebagai pemborong pada umumnya (General Kontraktor), 

bertindak sebagai pengembang (Real estate) atas pekerjaan-pekerjaan 

pembanguna yang meliputi arsitektur, perencanaan, pengawasan, 

pelaksanaan, dan pemborong (General Contraktor) atas pekerjaan 

pembangunan gedung, kawasan pemukiman, dan komplek perkotaan, serta 

industri, pembutaan pembagunan pabrik, sarana dan prasarana 

telekomunikasi, pembuatan pintu dan kusen alumunium, pembangunan 

gudang-gudang pabrik, pembangunan rumah sakit, pembangunan klinik 

kesehatan dan pekerjaan lain sebagainya yang berhubungan dengan 

pembangunan dan jasa dibidang alumunium dan stenless.  

       Yang paling banyak diminati oleh konsumen atau pembeli dan menjadi 

sumber pendapatan terbesar di CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya 

yakni produk hunian rumah ini. Yang memang pembangunannya sendiri 

hampir dilakukan secara berkala. Bahkan ketika tidak ada yang memesan 

untuk dibuatkan rumah, CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya juga 

secara mandiri membangun dan mendirikan rumah lalu setelah 

pembangunan dirasa telah selesai Barulah produk hunian yang telah selesai 

ini ditawarkan kepada konsumen atau masyarakat yang membutuhkan 

hunian rumah.  
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       Perkembangan pada zaman sekarang ini mengenai pemilikan hunian 

rumah yang menggunakan sistem kredit atau pembayarannya berjangka 

memang makin marak atau bahkan menjamur dikalangan masyarakat saat 

ini. Dengan menyajikan berbagai produk yang bisa membuat banyak 

konsumen menjadi tertarik dengan jual beli ini yang tidak membebankan 

pembayaran penuh di awal pada transaksinya.   

Bina Rukun Sentosa sendiri adalah CV yang telah lama dikenal oleh 

masyarakat sebagai CV yang menyediakan hunian rumah yang berbasis 

sistem kredit atau cash  dengan berbagai type sesuai kebutuhan konsumen 

atau calon pemilik hunian tersebut. Tetapi, banyak dari konsumen atau 

calon pemilik hunian tersebut memilih mengambil atau bertransaksi 

dengan cara sistem kredit. Karena dengan berkembangnya zaman saat ini, 

sangat banyak bahkan hampir semua transaksi jual beli menggunakan 

sistem kredit.69 Karena dengan menggunakan sistem kredit atau 

pembayaran berjangka ini, memudahkan dari pihak konsumen atau calon 

pemilik hunian ketika ingin membeli rumah tidak harus membayar secara 

penuh atau keselurahan harga penuh dari hunian tersebut.  

       Tidak jarang dalam transaksi jual beli hunian rumah ini, konsumen 

atau calon pemilik hunian ini juga melakukan transaksi dengan membayar 

secara cash atau kontan. Tetapi yang paling banyak ditemukan pada kasus 

di CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya banyak yang memilih 

                                                           
69 Dokumentasi, Sejarah berdirinya dan Berkembangnya Media Masa Kini, 2020. 
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menggunakan pembayaran berjangka atau sistem kredit. Dalam 

pelaksanaan pembangunan rumah hunian yang pembayarannya berjangka 

ini, pemilik biasanya setiap akan membangun rumah hunian tersebut selalu 

membangun langsung 4 unit. Dan kebanyakan ukuran dari rumah tersebut 

sama atau bahkan tidak jauh beda dari satu ukuran dengan yang lain. 

       Dalam sistem pemasarannya awal mulanya hanya dari mulut ke mulut 

masyarakat sekitar yang sebelumnya juga mengambil rumah di CV Bina 

Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya. Dari mulut ke mulut inilah banyak 

masyarakat sekitar warga Surabaya atau masyarakat sekitar daerah 

Wonerejo tersebut tertarik dengan adanya penawaran kepemilikan hunian 

rumah dengan sistem tersebut. Dari situlah, kebanyakan yang mengambil 

hunian dengan sistem pembayaran berjangka ini masih saudara atau 

kerabat dari para karyawan di CV Bina Rukun Sentosa sendiri.  

       Namun, peran media juga tak luput dari promosi yang dijalankan oleh 

CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya. Salah satu pelayanan 

jejaring sosial yang saat ini banyak digunakan sebagai media promosi 

bisnis atau jual beli yakni Facebook. Facebook merupakan sebuah aplikasi 

berbagi foto, video, menerapkat filter digital, dan membagikannya ke 

ruang publik atau masyarakat luas yang berlamatkan BinaRukunSentosa. 

Untuk offline, mereka mulai membuka kantor pada pukul 08.00 WIB 

sampai pukul 16.00 WIB dan dibuka selama hari senin sampai dengan 

sabtu. Dalam operasional offline masih sangat fleksibel dimana ada 
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beberapa staff di kator melayani pelanggan dan bisa langsung kepada 

pemilik perusahaannya.  

       Melalui Facebook, seseorang yang akan mempromosikan penjualan 

atau suatu produk yang akan diperjualbelikan. Dengan hanya 

menggunakan cara menggunggah foto atau video barang atau produk yang 

akan dijual juga jasa apa saja yang bisa dikerjakan atau disediakan oleh 

pemilik usaha atau penjual. Meskipun tidak menutup kemungkinan yang 

akan tertarik dengan barang yang dipromosikan tidak banyak memikat 

saingan bisnis yang banyak pula, namun semua itu kembali kepada pemilik 

facebook itu sendiri, bagaimana upaya penjual dalam menarik minat  

pembeli melalui media facebook. 

       Pengertian pembayaran kredit sendiri atau pembayaran yang 

dilakukan secara berjangka ialah suatu pembelian yang dilakukan terhadap 

suatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara 

berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati 

antara kedua belah pihak (pembeli dan penjual)70 Contohnya seperti yang 

terjadi pada jual beli rumah hunian di CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo 

Surabaya, melakukan kesepakatan diawal yang pengambilan rumah 

hunian dengan cara sistem kredit dan dapat dikatakan pula jual beli kredit.  

Sistem kredit yang dimaksud dalam jual beli di hunian di Bina Rukun 

Sentosa Wonorejo Surabaya ini ialah konsumen hanya melakukan awal 

pembayaran dengan sistem Dp 25% di muka untuk akad pengambilan 

                                                           
70 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 142.  
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hunian rumah yang dimaksud. Besarnya jumlah Dp ditentukan 

berdasarkan aspek bagaimana jenis hunian yang akan dibeli. Bagaimana 

spesifikasi dan bagaimana perjanjian yang telah disepakat oleh penjual dan 

pembeli atau calon pemilik hunian tersebut. Seperti berapa tahun jangka 

pembayaran masa pengambilan rumah tersebut. Bagaimana ukuran dari 

tanah atau bangunan tersebut juga sangat mempengaruhi dari penentuan 

nominal harga Dp dan penentuan harga berapa tahun pembayaran 

berjangka akan selesai dan tentunya juga menentukan berapa nominal 

pembayaran setiap bulan untuk hunian yang akan dibeli oleh calon pemilik 

hunian tersebut. 71  

       Untuk mewujudkan nilai-nilai integritas dari perusahaan, maka pihak 

CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya membangun Visi dan Misi 

sebagai berikut :  

a. Visi:   

       Mitra dan solusi masyarakat memberikan pelayanan dan 

kebutuhan yang berhubungan dengan penyediaan hunian rumah di CV 

Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya.  

b. Misi:   

1) Menyediakan pelayanan yang baik dengan keramahan, kesopanan 

dan kenyamanan   

2) Menyediakan produk hunian yang baik bagi konsumen72   

                                                           
71 Bapak Rofi’I, Wawancara Oktober, 2020  
72 Bapak Rofi’I, Wawancara, Surabaya: Oktober, 2020.  
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3) Struktur Organisasi CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya.  

       Dalam menentukan struktur organisasi pada masing-masing 

perusahaan berbeda satu dengan lainnya karena disesuaikan dengan 

kondisi atau type dari garis wewenang yang ditetapkan dari suatu 

perusahaan. Untuk memberikan suatu wewenang secara efektif dalam 

perusahaan maka semua harus ada pembagian tugas atau pekerjaan 

pada masing-masing individu yang saling berhubungan antara satu 

dengan yang lainnya.   

       Dengan adanya struktur organisasi di dalam perusahaan akan 

mempermudah karyawan dalam menjalankan pekerjaannya 

masingmasing dan pada siapa mereka harus bertanggung jawab. Selain 

itu tugas, wewenang, dan tanggung jawab telah tergambar dalam 

struktur organisasi tersebut sehingga semua menjadi jelas dan berjalan 

dengan baik dengan demikian struktur organisasi yang baik dan jelas 

akan membantu dalam mencapai suatu tujuan perusahaan.  

       Organisasi dalam pengertian statis adalah merupakan suatu wadah 

atau tempat kerjasama untuk melaksanakan tugas sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam pengertian dinamis 

adalah suatu proses kerja sana antara dua orang atau lebih dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Selain itu suatu 

organisasi juga harus dapat digambarkan dalam bentuk bagan tertentu, 

sehingga dengan bagan tersebut akan terlihat jelas tugas serta 

kedudukan dari masing-masing dalam organisasi tersebut.  
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       Struktur organisasi juga merupakan suatu badan yang 

menggambarkan jabatan atau kedudukan dari suatu kegiatan kerja atau 

jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat yang rendah. Sedangkan 

organisasi itu suatu tujuan tertentu yang dicapai melalui kerjasama 

sekelompok orang.   

       Hasil dari kegiatan pengorganisasian ialah tercapainya organisasi 

yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang bulat dalam rangka 

usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut 

rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

serta yang diwadahkan dalam suatu susunan organisasi yang sesuai 

dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan. Sukses atau berhasil 

tidaknya administrasi dan manajemen dalam melaksanakan fungsi 

pengorganisasian dapat dilihat dari kemampuan untuk menciptakan 

organisasi yang baik.   

       Organisasi yang baik adalah organisasi yang berpegang teguh pada 

prinsip-prinsip organisasi yang meliputi perumusuan tujuan, 

pembagian, kerja, pendelegasian, wewenang, adanya koordinasi, 

efesiensi dan pengawasan umum. Organisasi yang baik akan 

menentukan sukses tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. 

Komando kerja yang jelas akan membuat pekerjaan dilaksanakan 

secara efektif karena apa yang dikerjakan bawahan merupakan perintah 

dari atasan.   



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65  

  

        

 
 

       Dengan demikian struktur organisasi memilki arti sangat penting 

dalam suatu organisasi untuk menata proses dan mekanisme kerja 

sekaligus memungkinkan pilihan strategi dan kebijaksannan yang 

selaras dalam upaya mencapai tujuan organisasi.  

       CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya sebagai suatu 

organisasi dalam usaha serta kegiatannya telah merumuskan tentang 

pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap bidangnya. 73    

  

 

                                                           
73 Dokumen CV. Bina Rukun Sentosa  
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       Berikut ini dijelaskan tugas-tugas dan tanggung jawab serta 

kewajiban masing-masing bagian yang ada dalam CV Bina Rukun 

Sentosa Wonorejo Surabaya:   

a) Pendiri dan Pemilik 

       Merupakan pendiri dan pemilik CV Bina Rukun Sentosa 

Wonorejo Surabaya yang memegang kekuasaan tertinggi. 

Mengadakan rapat dalam setiap rencana proyek yang akan 

dikerjakan. Pengambil keputusan final dalam penentuan hasil 

rapat. 

b) Administrasi   

       Menyusun dan mengatur masalah-masalah administrasi 

perusahaan, membimbing dan mngawasi penyelenggaraan 

administrasi dan tata usaha. Mendata keluar masuknya keuangan 

perusahaan. Serta mencatat segala pemasukan barang dan 

pengeluaraan di perusahaan.  

c) Proyek 

       Membuat perencanaan, mengorganisasikan, 

mengkoordinasikan dan membuat perhitungan kisaran 

pembangunan hunian rumah.  

d) Marketing   

       Bertanggung jawab terhadap semua masalah pemasaran 

hunian rumah. Menawarkan ke pasar atau konsumen guna produk 

hunian yang ditawarkan dapat menarik konsumen. 
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B. Mekanisme Jual Beli Rumah di CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo 

Surabaya  

       Kredit macet tidak akan menjadikan sebuah masalah jika hanya satu 

ataupun dua debitursaja yang terbilang kurang dalam disiplin membayar cicilan 

angsuran mereka. Dalam hal ini yang membedakan produk yang ditawarkan 

langsung di CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya dengan yang 

ditawarkan oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang konvensional dibanding 

dengan produk yang memiliki fungsi sama di Bank Syariah. Hal ini disebabkan 

kurang teredukasinya masyarakat mengenai produk-produk keuangan syariah, 

padahal banyak keuntungan yang bisa didapat dari produk pembiayaan syariah.     

     Dalam hal ini CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya sebagai 

perusahaan pengembang perumahan telah menghadirkan perumahan Islami, 

sebuah perumahan berbasis syariah dengan menggunakan prinsip maslahah 

dalam perjanjian jual beli rumah dengan cara itikad baik. 

       Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sistem jual beli pada CV Bina 

Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya, peneliti telah memperoleh jawaban dari 

salah seorang staff yaitu saudara Risky Budi selaku marketing staff dan 

pelaksanaan di lapangan menjelaskan perhitungan salah satu kalkulasi pembayaran 

kredit, yaitu pembelian di CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya yakni 

tanpa fasilitas pembiayaan bank. Kami disini menggunakan sistem pemesanan 

dengan prinsip itikad baik yang berupa jual beli. Hanya ada 2 pihak yaitu 

Direktur Utama sebagai Pihak Pertama dan Pembeli sebagai Pihak Kedua. Jadi 
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kondisi di lapangan itu kita menyediakan kavling, dan pembeli bisa memilih 

terlebh dahulu kavling mana yang akan mereka tempati nantinya, kalau sudah 

ada kecocokan akan ada namanya transaksi pembelian. Pembeli akan 

memberikan DP sebesar 25% baru kita akan mulai pembangunan, pekerjaan 

selesai 70%, retensi 5% dan bisa dibayar secara angsuran dalam waktu 7 (tujuh) 

tahun sampai 15 (lima belas) tahun.   

       Selanjutnya alur pemesanan rumah kavling hingga rumah tersebut menjadi 

milik pembeli, sebagai berikut : “Awalnya calon pembeli datang untuk melihat-

lihat tanah kavling, apabila calon pembeli sudah ada kecocokan dalam memilih 

tanah kavling maka nanti akan melanjutkan adanya pemberian DP. Apabila 

melanjutkan pembelian nanti ada Surat Pesanan Rumah (SPR), yang berisi 

nama pengajuan, dan tata cara bayar setelah itu PPJB (Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli) secara tertulis keluar itu nanti pembeli akan membayar cicilan 

angsuran sesuai dengan kesepakatan. Kemudian akan ada Order Bangun (OB) 

yang didalamnya menjelaskan atau mengidentifikasi dan mendiskripsikan 

rumah yang akan dibeli atau Gambar Kerja yang nantinya disitu akan ada 

negosiasi terkait spesifikasi bangunan, apabila pembeli belum cocok nanti akan 

ada revisi-revisi sampai acc, barulah nanti akan kita bangun sesuai permintaan 

user, yang terakhir kesepakatan mulai membangun kapan dan serah terima 

rumah kapan. Biasanya estimasi waktunya sekitar 7 sampai 15 tahun sesuai 

permintaan angsuran pembeli. Jadi setelah itu semua selesai akan ada serah 

terima dari developer kepada pembeli. Nanti akan ada retensi selama 3 bulan, 

atau garansi selama 100 hari, kalau ada komplain mengenai kerusakan dari 
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rumah itu dalam waktu 100 hari, nanti pihak CV Bina Rukun Sentosa 

Wonorejo Surabaya akan langsung memperbaiki tanpa biaya tambahan. 74  

       Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan yaitu mengenai jatuh 

tempo pembayaran angsuran. Dalam kalkulasi pembayaran dijelaskan oleh 

salah satu staff CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya yaitu bapak 

Wachid selaku marketing menjelaskan: “Mengenai jatuh tempo 

pembayaran nanti 1 bulan setiap tanggal 10 dengan angsuran sebesar Rp 

3.000.000 rupiah, sebelumnya kami akan mengirimkan sms atau via telepon 

kepada user yang isinya sekedar mengingatkan bahwa nanti tanggal 10 

waktunya membayar angsuran, mohon tepat waktu.75 Kalau soal toleransi 

keterlambatan membayar kami berikan maksimal 2 minggu. Lebih dari itu 

maka akan kita panggil ke kantor untuk kita diskusikan dan 

musyawarahkan, agar tidak merugikan salah satu pihak maka kita perlu 

mengetahui juga kendala apa yang dialami oleh pembeli, kenapa sampai 

mancet membayar angsurannya. Jadi nanti akan kita musyawarahkan 

bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya. Karena komunikasi antara 

developer dengan pembeli sangatlah penting. Kalaupun nanti ada 

pembayaran double di bulan selanjutnya, kami tidak apa-apa dan tidak 

memberi denda. Sedangkan kalau nanti user mengalami wanprestrasi atau 

tidak kuat membayar, nanti juga akan ada komunikasi dengan developer 

mengenai faktor apa, kendala apa sehingga tidak sanggup membayar. 

                                                           
74 Risky, Wawancara  Surabaya: November, 2020.  

75 Wachid, Wawancara Surabaya: November 2020. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70  

  

        

 
 

Kemudian rumah itu akan kita jual bersama. Nanti laku harganya berapa, 

beli di kita akadnya Rp 350.000.000 jika uang masuk atau DP Rp 

87.500.000 nah kan kekurangannya sebanyak Rp 262.500.000 jika memang 

tidak dapat melanjutkan diangsuran ke 5 di tahun ke 3 ternyata pihak 

pembeli keberatan untuk membayar angsuran, maka nanti akan kita jual 

bersama, semisal lakunya Rp 500.000.000 karena sesuai dengan nilai 

investasi properti selalu meningkat tiap tahunnya sebesar 10-20%, ya kita 

hanya menarik kekurangannya tadi yaitu Rp 262.500.000 sisanya ya kita 

kembali lagi kepada user. Dan pembeli kedua membeli rumah pihak 

pertama dengan harga yang lebih tinggi dan pihak pertama dapat melunasi 

sisa kekurangan pembelian rumah tersebut. Mungkin kalau di perumahan 

non syariah sisa uang dari hasil penjualan tidak dikembalikan kepada user 

karena dianggap sebagai ganti rugi biaya selama mereka tinggal dirumah 

tersebut dan sisa uang tersebut dianggap biaya sewanya. Nah, yang seperti 

itu sudah ada 2 akad didalamnya, yang mana hasil uraian yang telah 

dijelaskan oleh bapak Wachid bahwa CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo 

Surabaya dan jika dibandingkan dengan perumahan non syariah maka 

dianggap bathil”. 

       Dalam kasus angsuran macet diatas yang dijelaskan oleh Bapak Wachid 

sangat mencolok dalam penyelesaian angsuran. Sejatinya, para pembeli 

pada CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya sangat sedikit sekali 

dalam kelalaian membayar. Karena kepercayaan para User atau pembeli 

kepada Developer proprety sangatlah besar dan loyal dikarenakan 
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kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pihak CV Bina Rukun Sentosa 

Wonorejo Surabaya untuk memproses kepemilikan rumah tanpa takut akan 

terkena riba. Dalam hal ini terkait, perjanjian jual beli rumah itikad baiknya 

penjual memberikan kesempatan kepada pembeli pertama dengan jalan 

musyawarah untuk mengangsur, sedangkan itikad baik pembeli adalah 

kesediaan untuk mengangsur. Ternyata dilapangan pembeli pertama tidak 

bisa mengangsur, maka kemudian ditemukan solusi berdasarkan 

musyawarah mufakat untuk kemudian dijual kepada pihak ketiga, maka 

muncullah pembeli kedua. Dimana pembeli kedua membeli rumah yang 

ditawarkan oleh CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya dengan harga 

Rp 500.000.000. Akan tetapi, ketika dijual kepada pembeli kedua kemudian 

ditemukan wanprestasi dimana sebenarnya ada biaya retensi yang mestinya 

ketika dijual kepada pembeli kedua rumah sudah direnovasi bagus, tetapi 

setelah ditempati oleh pembeli kedua ternyata masih ada kerusakan maka 

pembeli mengeluh kepada pihak penjual. Kemudian antara penjual dan 

pembeli sama-sama beritikad baik.    

 

C. Praktik Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli di CV Bina Rukun 

Sentosa Wonorejo Surabaya 

       Kompilasi hukum Islam yang termuat dalam Buku I dan Buku III KUH 

Perdata dalam kajian dan praktik hukum muamalat (Ekonomi Islam) di Indonesia. 

Dalam hal ini ketentuan tentang itikad baik juga ada dalam Kompilasi Hukum 

Islam yang tertera dalam pasal 1320, 1321, 1323, 1328, dan 1338 KUH Perdata. 

Yang dimaksud dengan itikad baik dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72  

  

        

 
 

bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan patut. Itikad baik bukan 

saja harus ada pada saat pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada saat dibuatnya 

atau ditandatanganinya suatu perjanjian.76 Agar prinsip itikad baik ini benar-benar 

terpenuhi, sangat diharapkan kepada pihak penjual untuk tidak menyalahgunakan 

kepercayaan yang telah diberikan oleh pembeli. Sebagaimana, penanggungan yang 

menjadi kewajiban si penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjadi dua hal, 

yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua 

terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang 

sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya. 

Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tiada dibuat janji tentang 

penanggungan, namun penjual adalah demi hukum diwajibkan menanggung 

pembeli terhadap suatu penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian 

benda yang dijual kepada seorang pihak ke tiga, atau terhadap beban-beban yang 

menurut keterangan seorang pihak ke tiga dimilikinya atas benda tersebut dan yang 

tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan.  

  

                                                           
76 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus (Jakarta: Prenada Media, 2004), 4-5. 
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BAB IV 

ANALISIS FIQH MUAMALAH DAN KUH PERDATA DALAM PERJANJIAN 

JUAL BELI RUMAH DI CV BINA RUKUN SENTOSA WONOREJO 

SURABAYA 

 

A. Analisis Praktik Perjanjian Jual Beli Rumah Di CV. Bina Rukun 

Sentosa Wonorejo Surabaya  

       Berdasarkan temuan data yang diperoleh peneliti, dari hasil wawancara 

kepada beberapa narasumber mengenai praktik itikad baik dalam perjanjian 

jual beli atau mekanisme akad dalam pembelian perumahan di CV Bina 

Rukun Sentosa, peneliti mendapat informasi dengan jelas. Dari hasil peneliti 

dapat memaparkan jawaban dari narasumber sebagai berikut :  

 

       Dari skema diatas dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat 

dalam perjanjian jual beli rumah di CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo 

Surabaya ini ada 3 pihak, yaitu bank, pihak CV Bina Rukun Sentosa sebagai 

developer dan pihak pembeli sebagai calon pemilik hunian.   

       Yang pertama, dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam 

pembelian rumah di CV Bina Rukun Sentosa ini adalah jual beli melalui 

perantara keuangan. Akan tetapi pihak developer meminjam uang di bank 

secara pribadi atau perorangan. Kemudian, uang tersebut digunakan untuk 

membangun rumah yang disepakati oleh calon penghuni rumah atau 

pembeli. Pada dasarnya akad jual beli yang dipakai adalah tunggal bukan 
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pararel. Karena dapat diketahui bahwa hanya ada dua pihak yang terlibat 

didalamnya yaitu pembeli dan pihak penjual yang sekaligus sebagai 

pemasok atau pembuat rumah (developer). Jika hanya ada dua pihak yang 

terlibat dalam akad jual beli, maka hanya terjadi satu kali akad transaksi 

saja.  

       Akad jual beli yang terjadi pada CV Bina Rukun Sentosa adalah tunggal 

yang dilakukan dengan cara pembeli bertransaksi langsung dengan penjual 

yang sekaligus sebagai pembuat atau pemegang kendali utama atas 

ketersediaan barang yang dibeli. Tanpa melalui perantara seperti perusahaan 

pembiayaan atau bank. Hal ini sesuai yang terjadi dalam praktik jual beli di 

CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya.  

       Adapun proses pelaksanaan akad antara pembeli dengan developer 

adalah sebagai berikut :  

1. Pembeli datang kepada developer untuk melihat tanah kavling yang 

ingin dibangun rumah.  

2. Developer menjelaskan tentang sistem penjualan, setelah itu pembeli 

berhak melanjutkan atau membatalkan.  

3. Jika memilih untuk melanjutkan ke tahap pemberian uang muka, maka 

berlaku juga pembuatan kesepakatan antara pihak pembeli dan 

developer dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan 

Bangunan.  

4. Setelah adanya kesepakatan dan penandatanganan oleh kedua belah 

pihak, 25% uang masuk DP baru pihak developer membangun unitnya, 

70% pekerjaan selesai dan retensi 5% selama 3 bulan.   



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

75  

  

 
 

5. Setelah rumah yang dipesan jadi akan ada serah terima rumah dari pihak 

developer kepada pihak pembeli.   

       Yang kedua, dalam hal mengenai ketentuan tentang pelaksanaan jual 

beli pada mekanisme itikad baik pembelian rumah, menurut analisis penulis 

pihak CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya dapat dikatakan sudah 

sesuai dengan teori Fiqh Muamalah dan KUH Perdata, karena didalam 

praktiknya perjanjian jual beli beli dan didalam rumah spesifikasinya telah 

dijelaskan dan disepakati oleh kedua belah pihak.   

       Yang ketiga, mengenai rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam 

pelaksanaan jual beli rumah dengan teori fiqh muamalah dan KUH Perdata 

tentang itikad baik dalam jual beli ada empat yaitu :  

1. Al-‘aqidain (dua pihak yang berakad) yaitu penjual (yang menjual 

barang) dan pembeli (yang pembeli barang). Kedua pihak yang secara 

syar’i sah melakukan tasharruf.  

2. Shighat (ijab qabul) dalam hal ini harus ada suka sama suka diantara 

kedua pihak, adanya kesatuan majelis dan keterpautan antara ijab dan 

qabul.  

3. Mauqud ‘alaih (objek akad), yaitu barang yang diperjualbelikan.  

       Untuk sahnya suatu perjanjian diperlakukan empat syarat yang termuat 

dalam KUH Perdata pasal 1320 :  

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya  

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan   

3. Suatu hal tertentu  

4. Suatu sebab yang halal  
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       Dalam hal ini CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya sudah 

sesuai dengan teori. Buktinya dalam praktiknya juga ada pembeli dan 

pembuat yaitu developer, adanya barang yang menjadi objek jual beli yaitu 

rumah, dan yang terakhir adanya ijab qabul. Didalam perjanjian jual beli 

adanya kesepakatan yang mengikat, kecakapan suatu perikatan, adanya 

suatu hal perikatan dan sebab yang halal.  

       Yang keempat, tentang pelaksanaan jual beli dalam hal spesifikasi dan 

pembayaran. Menurut analisis peneliti CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo  

Surabaya telah sesuai dengan teori dan juga sesuai dengan firman Allah 

SWT dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 29 sebagai berikut :  

نِكِمِِِِوِلاِِ نِكِمِِبِِلِبِاطِلِِاِلاِِانِِِتِكِوِنِِتِِِارةِِِعِنِِتِ راِضِِِمِِ يِِ هِاِالِذِيِنِِاِمِنِ وِاِلاِتَِِكِلِوِِاِامِِوِالِكِِمِِبِ ي ِ ياِِ
كِِانِِبِكِمِِرِحِيِِمِا  تِ قِتِ لِوِِاِانِِ فِسِكِمِِِِاِنِِاللَِِِّ

       Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali 

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 

kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)77  

       Selain itu perjanjian tertulis dalam akad anatar developer dengan 

pembeli juga telah tercantum dalam Qur’an surat al-Baqarah ayat 282, 

sebagai berikut : 

ِ كِِاتِبِِ نِكِمِ ِوِلِيِِكِتِبِِبِ ي ِ ِاِجِلِِمِسِمِىِفاِكِتِ بِ وِهِِ تِمِِبِدِيِِنِِاِلٰٓىِِ يِِ هِاِالِذِيِنِِاِمِنِ وِِاِاِذِاِتِدِايِ ن ِ ياِِ
 بِِلِعِدِلِِِِ

       Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan 

utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar.” (QS. al-Baqarah; 282)78  

 

                                                           
77 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya…, 83.  
78 Ibid,. 48.  
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       Di CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya tidak memberlakukan 

denda apabila pembeli telat dalam membayar angsuran. Apabila pembeli 

telah lewat jatuh temponya maka akan dihubungi oleh pihak developer 

untuk datang ke kantor dan berdiskusi mengenai kendala mengapa sampai 

telat dalam membayar angsuran. Begitupun apabila terjadi wanprestasi, 

tidak ada penyitaan rumah dari pihak developer. Karen ajika pembeli 

wanpresatasi dalam masa mengangsur maka akan dibantu untuk menjual 

rumah tersebut. Kemudian hasil dari penjualan rumah nantinya pihak 

developer hanya akan mengambil kekurangan angsuran dari pembeli 

tersebut dan sisa hasil penjualan rumah akan dikembalikan kepada pihak 

pembeli yang wanprestasi karena itu haknya. Menurut peneliti hal ini 

merupakan prinsip tolong menolong (ta’awun), seperti yang telah dijelaskan 

dalam firman Allah SWT dalam Qur’an surat al-Maidah ayat 2, yang  

berbunyi :  

ِِِِ ِوِالِعِدِوِانِِِوِاتِ قِواِاللَِِّ ثِِْ    ….وِتِ عِاوِنِ وِاِعِلِىِالِبِِِِوِالتِ قِوِىِِوِلاِتِ عِاوِن ِِوِاِعِلِىِالاِِ
       Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah.” (QS. al-Maidah : 2)79 

 

       Pada ayat diatas menjelaskan bahwa, apa yang dilakukan penjual 

kepada pembeli dengan menfasilitasi adanya musyawarah, kemudian pihak 

pembeli pertama mau menjual rumah yang sudah diangsur itu, kemudian 

dibeli oleh pembeli kedua itu merupakan bagian dari kemaslahatan bersama 

yang merupakan kebajikan dan tolong menolong.  

       Kemudian tidak diberlakukan adanya denda, yang dimana denda itu 

sering dikaitkan dengan bunga atau biaya tambahan, menjurus ke riba yang 

                                                           
79 Ibid., 106. 
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sebagaimana telah kita ketahui bahwa riba itu haram. Sesuai dengan firman 

Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 :  

ِِالِب ِِيِعِِوِحِرِمِِالرِِِبِواِِِِ  .…ذِلِكِِبِِنَِِّمِِِقاِلِوِِاِاِنَّاِِالِبِ يِعِِمِثِلِِالرِِِبِواِِوِاِحِلِِاللَِِّ
       Artinya : “Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli 

sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah : 275)80 

 

B. Analisis Fiqh Muamalah Dan KUH Perdata dalam Perjanjian Jual Beli 

Rumah Di CV. Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya  

       Setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, 

persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak 

berbadan hukum dalam bidang ekonomi dan berprinsip syariah haruslah 

berpedoman pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah telah mengeluarkan aturan yang membahas tentang Itikad  

Baik dalam Perjanjian Jual Beli.  

       Dari hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi 

dalam praktik jual beli di CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya 

adalah sebagai berikut :  

1. Ketentuan tentang Pengikatan  

       Pasal 1320 untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat 

: 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk 

membuat suatu perikatan, 3) suatu hal tertentu, 4) suatu sebab yang 

halal. Begitupun juga dalam fiqh muamalah mengikatnya suatu pihak 

sepakat atas barang yang telah dipesan.  

                                                           
80 Ibid., 58. 
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Dalam point ini menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan 

narasumber, pihak CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya sudah 

sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli Tanah dan Bangunan dan tentunya di dalam surat tersebut 

telah ditandatangani oleh pihak pembeli dan developer, serta disurat 

tersebut telah tertempel materai 6000 memikili kekuatan hukum 

mengikat.  

Begitu akad disepakati maka akad mengikat para pihak yang bersepakat 

dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi syarat : 1) 

kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya, 2) akad batal demi 

hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi 

pelaksanaan atau penyelesaian akad. Akad berakhir apabila kewajiban 

kedua belah pihak telah terpenuhi atau kedua belah pihak sepakat untuk 

menghentikan akad.  

2. Ketentuan tentang Barang  

       Pasal 1332 dalam suatu perjanjian jual beli hanya barang-barang 

yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu 

perjanjian. Dari penjelasan yang telah peneliti jabarkan sebelumnya 

dalam hal ketentuan tentang barang yakni sebuah rumah. Suatu 

perjanjian jual beli terdapat barang yang dapat diperdagangkan seperti 

halnya pembangunan rumah yang menjadi objek barang yang dapat 

diperdagangkan dan ada proses didalamnya. Maka dalam point ini 

berdasarkan hasil wawancara dan melihat langsung ke lapangan, pihak  
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CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya telah sesuai dengan pasal 

1332 bahwa jual beli dengan itikad baik dapat dilakukan dengan barang 

yang dapat diperdagangkan.  

3. Ketentuan tentang Pembayaran  

       Pasal 1393 berbunyi pembayaran harus dilakukan ditempat yang 

ditetapkan dalam perjanjian; jika dalam perjanjian tidak ditetapkan 

suatu tempat maka pembayaran yang mengenai suatu barang yang 

sudah ditentukan; harus terjadi ditempat dimana barang itu berada 

sewaktu perjanjiannya dibuat. Diluar kedua hal tersebut, pembayaran 

harus dilakukan di tempat si berpiutang, selama orang ini terus-menerus 

berdiam dalam dalam keresidenan, dimana ia berdiam sewaktu 

perjanjian dibuat, dan didalam hal-hal lainnya ditempat tinggal si 

berutang.  

Pembayaran dalam jual beli dilakukan pada waktu dan tempat yang 

disepakati. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulan bahwa 

pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah tercantum 

dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dalam hal waktu sudah 

jelas, namun dari segi tempat tidak diatur didalamnya. Akan tetapi jika 

dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran 

dilakukan dimana barang itu berada sewaktu perjanjian dibuat. Dan jika 

diluar kedua hal tersebut, pembayaran dilakukan di tempat tinggal 

pembeli atau yang berhutang. Oleh karena itu dalam point ini pihak CV 

Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya sudah sesuai dengan 

ketentuan yang ada dalam KUH Perdata. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

       Berdasarkan pemaparan analisa penulis di BAB IV dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam praktik perjanjian jual beli rumah di CV. Bina Rukun Sentosa 

Wonorejo Surabaya, penjual dan pembeli pertama terjadi karena 

angsuran yang tidak dilaksanakan oleh pembeli pertama maka kemudian 

difasilitasi oleh CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya dengan 

cara mengadakan musyawarah mufakat, maka adanya kesepakatan 

bersama rumah itu untuk dijual. Setelah dijual kepada pembeli kedua 

ternyata ketika ditempati masih ditemukan kerusakan, maka pihak 

pembeli kedua complain kepada penjual karena adanya biaya retensi dan 

garansi. Oleh karena itu, itikad baik penjual direnovasi.  

2. Dalam hal jual beli rumah hunian di CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo 

Surabaya perspektif fiqh muamalah dan KUH Perdata terhadap itikad 

baik dalam perjanjian jual beli rumah di CV Bina Rukun Sentosa 

Wonorejo Surabaya masih terdapat point-point yang belum sesuai 

dengan Fiqh muamalah dan KUH Perdata bahwa dalam pasal 1340 

dijelaskan “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang 

membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak 

ke tiga; tak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, 

selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317”. Dan dipertegas dengan 

fiqh muamalah yang terdapat dalam QS. Al-Fathir ayat 29 bahwasanya 

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-

Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang 
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Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, 

mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”. Jadi dapat 

disimpulkan, suatu perjanjian perdagangan tidak dapat membawa 

kerugian terhadap salah satu pihak maupun pihak ke tiga.  

 

B. Saran  

       Saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut :   

1. Hendaknya CV Bina Rukun Sentosa Wonorejo Surabaya 

menerapkan sepenuhnya ketentuan-ketentuan yang ada dalam Fiqh 

Muamalah dan KUH Perdata.  

2. Perlu adanya pemahaman terhadap masyarakat mengenai 

prinsipprinsip dalam pembelian rumah serta keuntungan dan 

kerugian apabila memilih Perumahan berbasis syariah.  

3. Perlu adanya kotak saran atau keluhan dari konsumen terhadap 

mekanisme atau pelayanan agar pihak CV Bina Rukun Sentosa 

Wonorejo Surabaya bisa mengevaluasi apabila terdapat 

ketidakjelasan atau kekurangan dalam mekanisme ataupun  

pelayanan yang telah diberikan.   
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